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Bali Posueka Kasus Korupsi Tahura

Dihukum Empat Bulan

"",iJ"H?;!"i\lu"#;l'*"o"h,Selasa(r2l2)kemarindihukum
bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh majelis hakim
pimpinan Angeliky Handajani Day, kakek berusia 83 tahun itu
'dihukum 

selaira empat bulan penjara. Disamping hukuman fisik,
majelishakim juga menghukum terdakwa vang sudah renta dan
mestr drpapan saat oe4alan itu dengan pidhnatrenda Rp 50juta.
subsider tiga bulan kurungan.

Dalam ferkara ini, majelis hakim menyataEan terdakwa ter-
buktibersalah dalam dakwaan lebih-lebih subsider dan melanggar
Pasal 13 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KLIHP.'Menvatakan
terdalnva Wayan Rubah tidak t€rbukti bercalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, dak'aran subsider
ian lebih su6sider. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari
dakwaan primer, subsider dan lebih subsider," putus hakim.

Namun, terdakwa dinyatakan terbulrti b-elsalah melakukan
tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih
subsider. Atas putusanitu, baik terdakwa maupun jaksa langsYng
menerima. Memang putusan tersebut lebih rendah dua bulan
dibandingkan tuntutan jaksa. JPU Wayan Suardi sebelumnya
menuntul supaya terdakwa dihukum selama enam bulan.

Sementara itu, Wayan Rubah didampingi kuasa hukumnya,
Ida Bagus Ngurah Darmika, menyatakan atas vonis itu'Wayan
Rubah langsung bebas murni. Pasalnya, sejak delapan bulan
lalu terdakwa sudah menjalani tahanan kota. "Jika dihitung 2/3
tahanan kota, itu lima bulan. Jadi setelah vonis ini, Pak Rubah
langsung bebas," taridas Darmika.

Waya.t Rubah mengaku senang atas putusan majglis-la$m.
Ia juga sempat mengaku trauma jil<a sampai masuk LP Ker-
obokan, karena fia sakit-sakitan, selain usia sudah lanjut dan
pendengarannya mengalami gangguan. Atas vonis hakim' dia
juga beiharap gaji pensiunannya dibuka. Rubah adalah pensi-
unan Angkasa Pura.

Sebelumnya I Wayan Rubah (83) didakwa korupsi sertifilrasi
lahan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) di Lingkungan Perarudan,
Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Terdakwa disebut ingin memi-
liki sebagian dari tanah Tahura menggunakan jasa pengurusan
tanah kepada almarhum I Gede Putu Wibawajaya. Pengurusan
tanah melalui jasa Wibawajaya itu dilakukan dengan meng-
gunakan surat kuasa tertanggal 16 Juni 2014. Selanjutnya,
meng.,rus jual beli berbekal Surat Ketetapan Iuran Pemban-
gr,natt Dae"ah Buku Penetapan Huruf C No 216 alamat Banjaq
Fararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pem-
beritahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Brrmi dan Bangunan
Nomor 51.03.050.004.004-013.0 dengan luas 847 meter persegi
atas nama terdakwa dan menunjukkan tanah Tahura tersebut
seolah miliknya. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan
sebesar Rp 4.860.000.000. (kmb37)
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Retrihusi Menlngkat 100 Persen
s Hvm$s$as$ Fe*rnge*tmm Smrxder Kap** d$ #aslmff ffim*axr.

BANGLI, TRIBUN BALI - Besaran
tarif retribusi sandar kapal pada
seJumlah dermaga di sekitaran
Danau Batur, Bangli dirasa terla-
lu kecil serta tidak layak. Hal ini
sampai menjadi temuan Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) sejak dua
tahun terakhir.

Kepala Dinas Perhubungan Bang-
li, I Gede Arta mengatakan, BPK
menilai retribusi sandar sudah ti-
dak layak sehingga perlu evaluasi
untuk penyesuaian. "Rendah sekali.
Karena sudah hampir l0 tahun ret-
ribusi sandar tidak ada peningkat-
an. Sebab itu kami disarankap agar
besaran retribusi dievaluasi kembali
melalui revisi perda," ucapnya, Se-
lasa (r2/2).

Sesuai usulan, tarif retribusi
sandar.ditingkatkan I00 persen.
Dari semula Rp 500 per meter Per
segi, menjadi Rp 1000 per meter
persegi atau besaran tarif dika-
li panjang kapal. Tarif sandar ini
berlaku pada kapal yang bersan'
dar di tiap derrnaga.

Di lain sisi, Gede Arta menegas-
kan peningkatan tarif retribusi san-
dar tidak akan memberatkan para
pemilik usaha jasa penyeberangan

di sekitaran Danau Batur, yang no-
tabene adalah masyarakat sekitar.
Sebab peningkatan tarif akan me-
nyesuaikan dengan ongkos jasa.

"Oh tidak. Itu hanya berpengaruh
di wisatawan saja. Kalau naiknya lagi
Rp 500, yaJasa penyeberangan me-
nyesuaikan. Jadt tidak memberatkan
masyarakat si pengusaha. Ini (ongkos

Jasa) akan dievaluasi juga standar-
nya," ucap Gede Arta.

Peningkatan tarif retribusl sandar,
erat kaitannya dengan fasilttas der-
maga yang tersedia di sekitaran Da-
nau Batur. Pasalnya, seJumlah der-
maga kondisinya saat ini tidak layak.
Dermaga Kedisan misalnya, bagian
dermagaberbahan kaym saat ini kon-
disinya telah lapuk. Demikian puia
dengan dermaga Desa Terunyan yang
tersisa bagian betonnya saja akibat
peluapan Danau Batur..

Terkait hal tersebut, Gede Arta
menJelaskan, peningkatan tarif ret-
ribusi sandar tidak sekadar perso-
alan fasilitas dermaga, namun juga
pada pelayanan dan pengawasan di
sekitaran Danau Batur. Seperti pe-
nentuan batas maksimal daYa ang-
kut boat, serta penentuan buka dan
tutupnya jasa penyeberangan ber-

dasarkan cuaca sekitar
"Termasuk jika terjadi sesuatu,

kami yang paling bertanggung;a-
wab disana. Jadi jika melihat seca-
ra luas peningkatan tarif ini tidak
sebatas di retribusi demaga saja.
Peningkatan tarif ini sudah terma-
suk dengan jasa operasional lainnya
yang kami berikan," bebernya.

Soal fasilitas, Gede Arta menga-
takan pihaknya sudah mempersi-
apkan rencana revitalisasi pada se-
jumlah dermaga pada tahun 2020
rpendatang. Terhadap rencana itu,
pihaknya juga mengaku sudah me-
ngantongi DetaiL Enghreertng Design
(DED). Peningkatan tarif retribusi
ini berimbas pada peningkatan Pen-
dapatan Asli Daerah (PAD), di mana
estimasi PAD yang dihasilkan dari
retribusi hanya Rp 30 juta tiaP ta-
hunnya.

"Jumlah ini tentu akan bertam-
bah seiring dengan peningkatan
tarif yang saat ini sedang digodok
perdanya, dengan estimasi Pening-
katan hingga 100 persen. Yakni di
kisaran angka Rp 50 juta hingga
70 Juta. Tapi jumlah itu tergantung
dari besar keciinya jumlah kunjung-
an wisatawan," tandasnYa. (mer)
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PEIIATAAil PUNA ULUWATU

Digelontor Rp 29 Miliar Lebih
MANGUPURA- Kondisi dinding Pura Luhur Uluwatu,

Pecatu, Kuta Selatan sempat diisukan mengalami
keretakari. Pemerintah Badung melalui Dinas peker-
jaan Umum dan Penataan Ruang (pUpR) Kabupaten
Badung tengah membuat kajian untuk penataan dind-
ing Pura Luhur Uluwatu. Penataan untuk penguatan
dinding tebing digelontor dengan anggaran sebesar
Rp 29 miliar lebih.

Kepala Dinas PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba
menjelaskan, untuk penanganan keretakan dinding
Pura Uluwatu, pihaknya saat ini masih melakukan
tender untuk membuat manajemen konstruksi (MK).
Kemudian setelah ada penetapan MK, pihak MK ini
akan menyusun semacam desain konsep. Desain konsep
ini yang nanti untuk menjadi bahan tender desain and
build. "Setelah ada pemenang kontraktor, kontraktor ini
terlebih dahulu kerjanya mensurvey kondisi eksisting,
kemudian dia mendesain dan dari kondisi desain itu
baru diajukan ke kita sebagai owner dan kalau sudah di
acc baru dikerjakani'terang Surya Sumba saat ditemui
di Gedung Dewan, Selasa (I2/2).
Ia menargetkan bahwa penguatan dinding pura

Uluwatu harus sudah tuntas diakhir tahun 20l9."Kita
belum tahu berapa lama (pihak kontraktor) membuat
desainnya. Yang jelas Desember ini _hargs suda\ turtas
dikerjakani' terang birokrat asal Tabanah ini.

Mantan Kabid Jalan dan fembatan ini mengakui,
nreski ada tanda keretakan, namun jenis dan besar
retakan belum pernah diketahui. Makanya pihaknya
sebelum melakukan penanganan harus ada test
terlebih dahulu. "Kita kan belum tahu seberapa berat
keratakannya. Nanti ada alat yang mengukur berapa
dalam retaknla. Apakah memang keretakan yang
sampai terribus, atau terdiri dari bantuan besar diapii
dua bantuan kecil, kemudian di dalamnya ada batuan
besar lagi. Nah, ini penanganannya seperti apa. Nanti
kan dijarit. Nanti secara teknis kan ada," tegasnya.

Sejauh ini ia belum bisa memastikan akan seperti
apa penanganan tebung Pura Uluwatu. pasalnya,
masih menunggu hasil kajian. "Tunggu saja. yang pasti
sudah kita siapkan total anggaran Rp 29 miliar lebih,,,
pungkasnya. (dwi/rid)
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PegawaiKontrak
BelumDigafi

Pejabat dan PNS
Malah Diusulkan
Kenaikan Tunjangan

TABANAI\I - Di saat Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten
Tabanan sibuk membahas Tunjangan
Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk
para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), namun nasib pegawai kontrak
yang upahnya di bawah UMR justeru
telantar. Bahkan banyak tenaga kontrak
yang hingga kemarin belum menerima
upah kerja bulan Januari. "|angankan
naik gaji, bulan Februari ini kami belum
terima upah kerja untirk bulan Ianuari,"

terang salah satu pegawai kontrak yang
tidak mau ditulis namanya, kemarin.

Dia menyebutkan, tenaga kontrak di
beberapa OPD sampai minggu kedua
bulan Februari belum menerima gaji
bulan Januari. Menurut sumber itu,
banyak tenaga kontrakyang belum ter-
ima gaji. fumlahnya mencapai ratusan.
"Memang sih kami pegawai kontrak, tapi
juga diperhatikan masalah gaji. Kami
berharap pemkab segera mencairkan ,

gaji, karena sudah memasuki minggu
kedua bulan Februarii' keluhnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah (Bakeuda) Tabanan I
DewaAyu Sri Budiarti ketika dikonfirmasi
Selasa (1212) mengaku kalau pengam-
prahan gaji tenaga kontrakmasih dalam

proses. Ada beberapa OPD,yang gaji
tenaga kontraknya sudah cair termasuk
di Bakeuda. Sementara OPD lain masih
proses. "Memang adayang masih proses.
Tergantung OPD yang cepat melakukan
pengemparahan segera diproses dan
segera cairi' jawabnya enteng.

Sri Budiarti menghimbau OPD segera
mengajukan pengamparahan gaji tenaga
kontrak. Sehingga dapat segera diproses
dan segera cair. Diakui Sri Budiarti, untuk
TAPD saat ini merriang masih rnembahas
TPP untukpejabat dan staf yang berstatus
PNS. Bahkan sempat terjadi rapat di de-
wan membahas hal tersebut. Sayangnya
rapat tersebut dilalcukan ternrtup sehing-
ga tidak diketahui hasilnya

Dari informasi awal, sekda akan me-

nerima TPP sebesar Rp 45 juta per bu-
lan. Pejabat eselon IIB setingkat kadis
dan badan termasuk asisten akan me-
nerima TPP bervariasi antara Rp 24, 27
dan 30 juta per bulan. Pejabat eselon III
A seperti camat dan kabag informasinya
akan menerima Rp I5 juta. Namun pe-
jabat eselon III A lainnya untuk sekdis
infbnya akan mendapat Rp ll,4 juta.
Pejabat eselon IIIB setingkat kabid akan
menerima Rp 8 juta, eselon IVA seting-
kat kasi atau kasubag akan menerima
Rp 5 juta dan staf yang tidak menjabat
rata-rata menerima Rp 2 juta.

"Dalam draf yang disusun, jumlah
TPP yang diterima pejabat berbeda-be-
da. Tergantung kinerja dan perkerjaani'
pungkas Sri Budiarti. (uli/dit)
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MasihBocor
SiapkanPergub
Arur Integrasi Data, -

I(PK Dorong Online
DENPASAR - Gubernur BaIi

Wayan Ko.ster menyebutselama
ini masih tedadi keboconn Fajak
Hoteldan Restonn (PHR). Agar
kebocoran tidak terus terjadi,
Kosterme.ngalorrudahmengelu-
arkan Pag;ub Nomor 2 / mn rf,n-
tang Integrasi Sistem dan Data
PHR Kabupaten/Kota Secara
Elelnonik di Provinsi Bali.'Pas-
rilah redadi kebocoran (PHR).

Kan ada (wajib pqjak) dulu dobel
bulcr laporannya ada riple (tiga
buku) malahi ujarKoster kepada
awak media usai rapat terhrtup
bersama Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), di Kantor Guber-
nur Bali, kemarin (12l2).

Dengan adanya Pergub Nomor
212019, Koster berharap data
way'ib pajak (WP) bisa akurat,
sehingga bisa meminimalkan
kebocoran Pergub tersebut akan

\egera disosialisasikan kepada

akan dikembangkan pada selcor
lainnya. Untuk itu, pihaknya
akan bekerjasama dengan BPD.
"Sistemnya elektronik, rtant i

kami akan truatkan aplikasi,"
imbuh gubemur asal Ilesa Sem-
biran, Buleleng itu.

Sementara itu, Koordinator
Wilayah VI Korsup Pencegah-
an KPK, Asep Rahmat Suwan d -

ha mengatakan, KPK memi-
liki peran untuk mencegah
teriadinya kebocoran dengan
mengarahkan pemberlakuan
sistem secara online.

-llrdJu, wudu u tsruPat rilr Prrl^-
WP. l,ebih lanjut dijelaskan, per- hingga tertib adrninistrasi juga nya masih mendorong kabupat-

gubtersebutdikeluarkanmenin- akan ber.jalan dengan baik. en/kotauntukmengoptimalkan
daklaniuti arahan KPK sejak Termasukpotensidanrealisasi PHR-nya. Pasalnya, wajib pajak

November lalu unnrk membuat pendapatan pasti akan terjadi yang tidak melaporkan sama l

sistem yang mengintegrasikan perbaikan dari sebelrlr[nya. 'denganmengemplangpajak.
pHR.InikarenaPHRmerupakani'-sejauhini,'pihh-knya.m'emang'iDitegaskanSuwandha,integra-
kewenangan kabupaten/kota. belum menghitung potensi siPHRkiurcinyaadalahkekom-
Pendapatan asli.daerahyang PHRdiseluruhBali. pakankabupaten/kotadengan
bersumber dari PHR diyakini Namun, Pemprov hanya se- provinsi, dan BPD. "Kalau tidak

meniadilebih optimal. batas memfasilitasi dan tidak kompak tidak akan jalan. Kom

Sebab, database walib pajak memungut apa apa dari inte- pak itu dalam arlian komitrnet-t

akan menjadi lebih akurat se- grasi tersebut. Selain PHR, juga tidakhanyasama-samabekeria,

tapi bekeria samai tegasnya.
Karena itu diharapkan pemer-

intah kabupaten/kota segera
membuat aturan lanjutan dari
pergub yakni berupa.perwali/
perbup. Selain itu, pihaknya
mengingatkan agar pemerin-
tah daerah tidak han1,a fokus
pada wajib pajak yang selama
ini sudah taat dan memiliki
sistem. Terlebih, wajib pajak
yang tercatat diperkirakan hanya
berjumlah sepertiga dari total
populasi wajib pajak yang seha-
rusnya bisa dioptimalkan.

Berarti masih ada sekitar dtra
pertiga dari populasiDua petiga

wajib pajak tersebut akan didata
terlebih d'ulu. Sebagai conton,
apakah sudah memiliki izin atau
belum. "Mereka (WP) mungkin
membayar pajak tapi kami be-
lum masukkan sistem, jadi mer-
eka hanya menghinrng sendiri,
melaporkan sendiri, membayar
sendiri. I(ami tidakpemah tahu,
tidak punya alat kontrol untuk
ituj' jelasnya- Pemerintah juga
harus menyiapkan.solusi unruk
mereka Mungkin sajawajib pa-

iaktersebut tidak menggunakan
sistem karena tidak memiliki bi-
aya atau SDM unnrkmelakukan
itu. (san/rid)
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Ditanya Mutasi, Pej abat
Badung Saling Lempar

MANGUPURA - Secara diam-diam Pemerintah Kabupaten
Badung akan melalcrkan mutasi ratusan Aparatur Sipil Negara
(ASN). Rabu (13/2) hariiniparaASNtersebuttelahmenerima
surat acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Sayangnya, dari Sekretaris Daerah (Sekda) Badung maupun
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BIGSDM) Badung pun berkelit dan saling lempar.

Informasiyang dihimpun koran ini, pelaksanaan kegiatan
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut akan
dilakukan terhadap lB4 pegawai, yakni pejabat administrator
sebanyak 40, pejabat pengawas sebanyak 66, dan pejabat
fungsional tertentu sebanyak 78 orang. Mutasi ini dilakukan
untuk jabatan Eselon III, [Vdan Fungsiona] Tertentu.

Sayangnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengemban-
gan SumberDaya Manusia (BI(PSDM) Kabupaten Badung I
Gede \Atijaya enggan memberikan komentar perihal mutasi
jabatan tersebut. Malah ia melempar untukmengkonfirmasi
ke SekdaBadung. "Begini pakSekdayangberhakmemberikan
pemyataan, biar tiang ten ngelangkungi (saya tidak menda-
hului), biar tidak salah/' jelasnya dikonfirmasi, Selasa ( I 2/2).

Mengenai berapa pegawai yang akan dimutasi hari ini, ia
tetap bungkam dan tidak memberikan jawaban. "Ya, Pak
Sekda nanti beliau yang akan-menjelaskan fi umlah pegawai
yang dimutasi, Red) supaya saya tidak salah/' kelirrya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabu-
paten Badung, Wayan Adi funawa juga sama. Ia enggan
menjelaskan perihal mutasi tersebut. Bahkan menyuruh
untuk mengonfirmasi ke Bupati Badung. 1'Coba berkoor-
dinasi dengan pak bupati saja ya. Jumlah nggak tahui'
pungkasnya. (dwi/yor)
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llTu_ll.AIy!AN!: Bupari Suwirra (dua dari kanan) menerima
Tim BPK Rl Bali, di di Ruang Rapat Kantor Bupafi kbngkung.

Bupati Terima Tim BPKBali
; SEMARAPURA- BupatiKlungkunglNyoman Suwirradid_
gnnin* Kepala Inspektorat I(abupaten lCungkung I Made
Seger menerima Tim Badan pem"iiLsu K"uan"gan nepublik

i 
Indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi Bali, di RuangRapat

r Kantor Bupati Klungkung Senin (lll2).
I 

.Bupati Suwirta menyampaikan, agar seluruh perangkat
, daerah maupun perangkat desa bisa bekerja dengan maksi_
mal sesuai aturanyang trerlaku. "perangkat daerahmaupun

;perangkat desa agar bekerja dengan maksimat dan ikuti
atumn yang sudah berlakui tegasnya.
I*bih lanjut, Bupati Suwirta menambal*an, agarke depan_

nya apapun prestasi yang didapat pemkab Klungkung bisa
dipertahankan. Bahkan, difngka&an lagi. "predikat WTp

, (Wajar Tanpa Pengecualian, nea; agar Uiia dipertahankan.
Bahkan, ditingkatkan di tahun mendatang,' pintanya.

Selain itu, Bupati Suwirta berharap, seluruh jajaran
i organisasi perangkat daerah (OpD), agar bisa menyam-
r paikan atau memberikan data yang diperlukan, sebagai
pemeriksaan BpK.

Kepala Inspektorat lXungkung I Made Seger menyam_
.naikan. tuiuan kesiatan-ini: neU_enkUan-r_erkail ienirhte;:g
aspekekonomi, efisiensi, danpemerilsaan arp"kuf"kiuiiu"
atas pengelolaan keuangan negara. pada pemeriksaan ini,
jugabiasanyadimaksudkanuntukmengujikeparuhanernti_ i.

tas yang diperiks a (auditee terhadap peiaturan perundang_
undangan yang berlaku. Dan, tentunya keandalan sistem
pengendalian intemal entitas tersebut.,,pemeriksaan BpK
ini dila-ksanakan selama satu bulan sampai 15 Maret 2019
mendatangi' ujarnya. (adv/ayu/djo)
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Siapakah anggota dewan itu? bantuan hibair yang diajukan
Suwecamemitih*.rutruriurui- !11.t]iltY1T-b-"]:l1li.. 

"t^"li 
Tg ticlak sesuai standar. "91vui"raor.ra kepada Bupari Ba-

il',l"rr:vinsi,,,,iliii,,,,.,

"Wli'l.,,j;;.' 
:::ti

ruwsLo'rs.,*rrrr'rorqor*i, merasa dlf :,lo_llllll]- 19," ing"in bebas. Dan ya'g terriuat6,rii.l;;;;;";;;"iri"i;"g,nya. Namun, suatu saat

;i[a suaan saatnya akan diung- l:'1.1t::l:::iv::f ::1]t:1'-lj' semua diadilii'pungkasnva. _, clisei'tai clenga' berita acara

il;;ffiffii;fi;;;;?, l.:::"'::l::::,',":lT:l';,::i:: , 'e:"1'ouY1o:,nu;t3'ir("-,opu, 
tertangsar 30 ran,,ariffi';;ft;;;;il;;;' *n:::p*:::"*:lj::.TjTl,',,T*.11"i?f*'f"y5n"gryioi;;""sffi;1",".s";i 'rwallet di tangan kauanuya itu. 43n Wincliri Suli, clalam drk ;;;"; j?f 

"t""g""^ 
irk;,;:

Dugaan koruPsi baru rnulcul
setelah ada evaluasi laPangan

vang dilakukan Bidang Peter-

,ratin Pinas Pertanian dan Pan-

gan Badr,urg Pada ? Agustus 20 lB'

Hasil evaluasi mendaPatkan
kondisi saPi-saPi Yang dimiliki
kelompok ternak Pimpinan ter.-

dalc\Na tidak sesuai dengan Yang

dilaporkan. (san/Yor)

hui bahwa berita acara Yanl
Iercantum dalam ProPosa
iru fiktif. I(arena kesePuluh
orang yang tetcantum dalam
berita acara itu mengaku tidak
pernah menjadi anggota. Na-

rnLrn kelompok ini mendaPat
bantuan Rp200 juta.

Setelatr dana cair, terdakwa
rnelakukan Pembelian bibit
sapi. Kemudian membuat laPo-

lan pertanggungjawaban Yang
intinya rneuegaskan bahwa
clana hibah sudah diPergu-
nakart sesuai Naskah Perjanjiatr

Hibah Daerah (NPHD) den-
gan melamPirkan buki-bukti
pengeluaran dan sejeuisnYa. _

; I Ar. { t tftft,n*^ nrlDn I

tfI, ^rdaAnggotaDPRD 
il

It llrr Baduns'lerlibat lltl

ll - 
!.l' vr va-]^ct _-_ t/ -r- -r..r_ r,-7 !,4r' r_ 

llill
liillffiKorupsi;i:#il*tiffi ,) rxrril::ffilfn*Irlifr
lHiuarr 

Bibit Sapi "',",il::t:il1ili:ll!:liil., ,::l:;,ff1ff:;lg" l:*l*:ill*;:,n'fi[:;i
I orrup,ts,ur r Nrirde srr*,eea, :'^'l 

tll"',li'1'.'"'ll:':'ll] ":l]''l' Badung. saya berte.u ,',,,,"1i,,'i,,,^;11, 
- 

ri,',,,,,,1* {

Ireldakrva kolupsi dana hibalr illcB,?il,'l:*lllvlll9llfi]]ll. anggota dewan itu di lain,,ttrttt koorlx,rir:i. i

ifiigl*i,i.ffi*;:t iJril,,r.tilffl}ilr:it 'lffiI:ff.::n'' i;ri;r::ri:r] rlirli"',"''"" 
I

l,,bcr,.,vai,vi,: sr-rr^,-eca ",:J.'jili 
l;.?.;";i:i'ir,'ri"; n''gg,r,,, r"'ant'io'xo"[''i'iii''n sopi iTliij;:il:il-"i:T];;[:lllill]l I

l':i'i;l;;;;,iRD;,i;,* o"*:"l l"l'
|.l;i;r;'?;.;,';"l;'b.;;',iIu,'*di'tjt1.\1tt,b1su.,11'-Si.l..irryirclltk

lu,rooo,a DpRD tsadung. sayi llall (talldil tittlBilllJsaJil' r\(lil strtllrlt tlig,trrtakrrn scblrglrirrrir- Scsrrri strr';rt clirkrviu,rr,.i rr . Ijil'ffi;;;;;,"";;;;i 
',"'a, :::::::,';**'::l'):ly"'l::1|l' l:l.1ll"'111. ,S.r'i^ 

trist'urk.'saa^ kurupsi ir" r"';",ri i,, il
puspem Badungi'""gt";tJ- pi:.0-"^t{^T]:ll""ii,:^l*::t:L untr-rk periaikan ka'ding j"e"io- pengeloraan crana hibah
weca diwawan.*^ .lrt ,id*g *9 

|t]t1t^ii: -11^".i^^, lrs digunakan membeli sepuluh q11q1 kelompok temak yang
di pengadilan Tipikor Denpasai. T::i:::^"i:l:T]li i:dre- ekorsapi. Nah, untukpembelian 4ipimpin terdakwa padi t.-
yrurgdipimpinAngelilcyHana"- ll:::Yip:,t^1T^l^Titj:i sapi sendiri Suweca rnengakuhlrn anggaran 20I8. Perkara
j4iouyt"m*inpetang(r2lr) :1,L^t^11v: :iTt::.iif'-rasr bingung kareua beberapa kalilii belawal clali pennohonan

ai.^.Lah anddnr, ao.^,r. in',2 Suweca taK mau mel-llDeDer- disunrh menukar karena dibil-62n11;xn hilral-r v:r1o;ilirrka1

E c.lis i ; Ketro J\- &e.V.,-ULt __
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RTH GORKebo Iwa
Dianggarkan Rp 6 M

V

GIANYAR, NusaBali
Proyek pembangunan Land-

mark Ruang Terbuka Hijau (RTHJ
BPfS Ketenagakerjaan di kawasan
GOR Kebo lwa, Gianyar dianggar-
kan sekitar Rp 6 miliar. Anggaran
ini bersumber dari dana Tanggung
fawab Sosial Lingkungan (TfSL)
BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami irit biaya operasional,
sisihkan untuk dana TfSL un-
tuk wujudkan sebuah tempat
ikonik," ujar Direktur Utama
BPJS Ketenagakerjaan Agus Su-
santo usai acara peletakan batu

pertama, Selasa (1.2/2). RTH ini
kedepan, kata dia, diproyeksikan
sebagai tempat olahraga, rekrea-
si, pendidikan, dan interaksi
sosial masyarakat Gianyar. Mulai
dari anak-anak, remaja, pekerja,
hingga lansia. "Sebagai tempat
keseimbangan hidup. Terutama
bagi pekerja, biar seimbang
antara pekerjaan, rekreasi dan
olahraga," ujarnya. Dikatakan,
RTH Kebo Iwa ini menjadi proyek
kedua setelah proyek yang sama
di pesisir Pantai Kota Makassa4
Sulawesi Selatan.

Wakil Bupati Gianyar AA Gde
Mayun didampingi Sekda Gianyar
Made Gede Wisnu Wijaya, men-
gapresiasi sumbangsih dari BPJS
Ketenagakerjaan dalam menata
wilayah di Gianyar. Dikatakan,
kebutuhan RTH di Kabupaten
Gianyar telah dipenuhi sebesar
40 persen dari APBD. Sedangkan
60 persen diharapkan peran serta
pihak swasta rnelalui CSR. Wabup
AA Gde Mayun memprediksi
antusias masyarakat untuk ber-
ekreasi dan olahraga di kawasan
GOR Kebo Iwa akan semakin
meningkat. "Saya orang Gianyar;
dulu semasa kecil sering bermain
di sini. Kedepan saya yakin pasti
akan semakin ramaii' ungkapnya.

Kata dia, akses warga me-
manfaatkan kawasan GOR untuk
berolahraga selama proyek, tidak
ada kendala. "Kalau ada warga
yang jogging tidak masalah, bu-
ruh proyek kan kerja hanya dela-
pan jam sampai jam empat sore.
Setelah itu masyarakat bisa jalan-
jalan. Ini lingkungannya kan luas
juga disini," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas BPfS
Ketenagakerjaan Pusat Guntur
Wicaksono mengatakan, RTH ini
nantinya bersifat multi fungsi,
selain sebagai sarana olah raga,
taman bermain, tempat rekreasi
juga sebagai tempat edukasi bagi
masyarakat. RTH ini juga dapat di-
manfaatkan oleh masyarakat luas
untuk mendapatkan informasi
tentang program BPfS Ketenagak-
eriaan. @ nvi

Wakil Bupati GianyarAAGde Mayun meletakkan batu pertama pembangunan
Landmark Ruang Terbuka Hijau di GOR Kebo lwa, Gianyar, Selasa (12l2).
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DPRD SegeraPan
Eksekutif

Patung Bung Karno
yang mestinya

dipasang pada akhir
2018, ternyata hingga

kini belum rampung
dikerjakan.

SINGARAJA, NusaBali
Keterlambatan pembangunan RTH

l#*ffi
I Dinas P.erury1ha.1, o"^TtT:::,o:: KoNDtst patuns Buns Karno di RTH (ruanE
i Pertanahan. ip"f$t\?ljlcj:li,t^1f -""rtn munrnggu pemasangan patung eai
I anan Pengadaan (BLPI Setda Buleleng,

I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan proyek yang molori malah sampai pu- padi
l1 Ruang (PUPR) Buleleng. Selain itu, Tim tus kontrak dan black list," kata Ketua belt
i Pengawal Pengaman Pemerintah dan Komisi ll DPRD BUleleng Putu Mangku gku

f l Pembangunan Daerah ITP4DJ Buleleng Budiasa, dikonfirmasi, Selasa (12/2) yanf
f l Senin (18/1,) pekan depan. Politisi PDIP asal Desa Selat, Ke- mas

ll "Kami ingin mendapat penjelasan, camatan Sukasada ini mengaku pri- men
ll kendalanya itu sebenarnya dimana. Se- hatin dengan molornya pembangunan Kala

ll hingga untuk'tahun-tahun mendatang, RTH Bung Karno. Mengingat proyek itu tentr

I kami bisa lakukan langkah antisipasi. sangat dinantikan masyarakat. Patung N

lj,:!:t gly 3li:q4arrYak sekali _Bung Ka119 vans mestinva dipasans--dapi

ll "Ya sesuai peraturan saja, karena
ll rudah tidak mampu menyelesaikan
ll tenat waktu selama masa kontrak
ll aan juga sudah kami berikan waktu
ll perpanjangan cukup lama, tetapi
li L"nekah evaluasi'secara menyeluruh. iia"t tirt"J"i juga, ierpaksa kami
ll Oewan juga berharap prosedur lelang black list." kata (adis p'erkimta Su-
ll !isa.diperketat. Sehingga pesertaten- rattini. Jelas dias, perusahaannya
ll derhanyadiikutiolehkontraktoryang yang tak mampu menyelesaikin
ll *"liliki modal kerja. irek"erjaan sudah memulangkan
ll s"bglgmnya, Dinas Perkimta Kabu- iruluhin pekerjanya y"ng ."i".u
ii q?,"nBuleleng,secararesmimenghen- ini mengga.up'p.oy"k RTU lung
li tikan.pjkerjaanproy-e-kp_embangunan Karno. fJrtaitp.oie, pembangu:
I RqangTerbukaHijau(RTH)BungJGrno nan yang tak dapat diselesaiklan

ll ltaflil'#ltsL;::ilUlilfi it',lt r;:*i:',x;[:tt:;!:tnill
l] aanmdaftarblacklistproyekpemban- hujan.Namund"irinyaengganmen-
li gunanpemerintah. ielaskan lebih rincl kendala lain-
fl nya yang dihadapi dalam proses
11 pengerjaan proyek. 16 k19

pada akhir 201,8, ternyata hingga kini
belum rampung dikerjakan. Man-
gku Mertayasa menduga kontraktor
yang mengerjakan proyek mengalami
masalah finansial. "Bisa jadi hanya
mengandalkan realisasi uang muka.
Kalau memang benar itu yang terjadi,
tentu sangat kami sayangkan," tegasnya.

Nantinya dalam rapat dengar pen-
dapat itu, nefnerintah akan melakukan

. NUSAEALVLILIK

KONDISI patung Bung Karno di RTH (ruang terbuka hijau) Buleleng. Warga

proyek yang molori malah sampai pu-
tus kontrak dan black list," kata Ketua
Komisi ll DPRD BUleleng Putu Mangku
Budiasa, dikonfirmasi, Selasa (12 / 2)

Politisi PDIP asal Desa Selat. Ke-
camatan Sukasada ini mengaku pri-
hatin dengan molornya pembangunan
RTH Bung Karno. Mengingat proyek itu
sangat dinantikan masyarakat. Patung
Bung Ka1191arg mestinya dipasang

"Ya sesuai peraturan saja, karena
sudah tidak mampu menyelesaikan
tepat waktu selama masa kontrak
dan juga sudah kami berikan waktu
perpanjangan cukup lama, tetapi
tidak selesai juga, terpaksa kami
black list," kata Kadis Perkimta Su-
rattini. Jelas dias, perusahaannya
yang tak mampu menyelesaikan
pekerjaan sudah memulangkan
puluhan pekerjanya yang selama
ini menggarap proyek RTH Bung
Karno. Terkait proses pembangu-
nan yang tak dapat diselesaikan
menurutnya cukup terpengaruh

ielaskan lebih rinci kendala lain-
nya yang dihadapi dalam proses
peqgerj aan_Ll9I-9!: 16 k19

Terkait Keterlambatan RTH Bung Karno

m
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BPK Periksa Pengelolaan

Keuangan di Klunglc,ung

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima Tim BPK' di Kantor Bupati

Klungkung. Senin {1 1/2).

SEMARAPURA, NusaBaii
Bupati Klungkung I NYo-

man Suwirta didamPingi
Kepala lnspektorat Kabu-
paien Klungkung I Made
Seger, menerima Tim BPK
RI-Perwakilan Bali, di Ru-
anq Rapat Kantor BuPati
Xli-ngkirng, Senin (1 1/2).
Kedalangan BPK untuk
memeriksa keuangan neg-
ara di Klungkung, samPai
15 Maret 2019.

Inspektur Daerah Klung-
kung I Made Seger men-
gatakan, tujuan kegiatan ini
vakni pemeriksaan terkait
jenis [<inerla, asPek eko-

nomi, elisiensi, dan Pemer-
iksaan aspek efektivitas
atas pengelolaan keuangan
negara. Pada pemeriksaan
ini iuga dimaksudkan un-
tuk menguji kepatuhan
entitas yang diPeriksa [au-
dit) terhadap peraturan
perundang-unda ngan Yang
berlaku. "TentunYa kean-
dalan sistem pengendalian
internal entitas tersebut,"
ularnya.

Dalam kesemPatan
itu Bupati Suwirta men-
gatakan, perangkat daerah
maupun Perangt(at desa
agar bekerla dengan maksi-

mal dan ikuti aturan Yang
sudah berlaku. Ke dePan-
nya apapun prestasi Yang
sudah didapat Pemkab
Klungkung bisa diPertah-
ankan bahkan ditingkat-
kan lagi. "Predikat (Waiar
Tanpa Pengecualian) WTP
agar bisa dipertahankan
bankan ditingkatkan Pada
tahun mendatangi' haraP-
nva. Selaih itu, BuPati Su-
wirta berharap kePada
selur.uh jajaran OPD agar
bisa menyamPaikan atau
memberikan data Yang
di perlukan sebagai Pem-
beriksaan BPK. @ wan
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Anggaran Kurilng,
Pembebasan

Lahan "shortcuf)
Terhambat

Tabanan (Bali Post) -'f#;Hn'n:ffi ;;fr'.,',,shortcutiernblh+3"119:t-9t#l^{T^sn%:L*:lg
uit#at#;il"ri;';;;;3;i;#J;sd""o""aAotosariKccamatanselemadeg
Rarat. berlaniut. S"tt"" S"di J"t"" Wi"t"Vah VIII tengah mgJakukan pembaYaran
Barat, berlanjut. Satker Balai JalanWilaya tengah melakukan PembaYaran

. sesuai nilai aPPraisof. HanYa,;;rii,":ql*::i:ni*':*t*snl**xli'-"".ttlll'f, '"lf xffi "frtsanr'r ruBr i"1:,'i11:" vvrs4'ur4.. -----;;?;zoi'e t""""uut barir-bisa mencakup
f,.ose" pembayaratt- {"log,4i*yfaipggeI r _,____^_,^;;;;;fi-i;rt"it. tt"t ini i'tiuat terjadinva kekurangan anggaran'

' "Informasi Yang kami
tahu, di luar dugaan' harga
ap prai sal tinggi sehingga ter-
iadi kekurangan anggaran'
Tetapi saya dengar tahun ini
sudah disiaPkan anggaran
lagi untuk sisa PembaYaran
karena itu semua anggaran
dari DIPA pusat," terang
Kepala Bagian Pembangu-
nan Setda Tabanan Anak
Agung Ngurah Agung Satria
tJnava. Rabu (13/2) kemarin'

Teikait pembayaran ganti
rugi, kata mantan Kabag
Taoem Setda Tabanan ini.
me^mang menjadi ranah Sat-
ker Balai JalanWilaYah \4II.
Pemkab Tabanan hanYa ber-
tugas melakukan PenetaPan
lofasi vans di dalamnYa juga
berisi iahipan Pembebasan
lahan terdamPak.

DijelaskannYa, untuk di

wilayah Desa Bajera, su-
dah semua ganti rugi lahan
dibayarkan oleh Satker den-
ean iumlah 6 bidang tanah
Iari-4 pemilik. Sementara
di Desa Antosari Yang be-
lum terbavar ada 10 bidang
tanah dari 8 pemilik lahan.
"Dalam waktu dekat, seper-
tinya akan ada lagi kelanju-
tan untuk pembaYaran sisa
lahan di Desa Antosari,"
u-capnya sembari menam-
bahkan, kemungkinan tahun
ini pembangunan shortcut
bisa dimulai.

Untuk diketahui, Pem-
bansunan sh'ortcut keem-
pat ini merupakan ProYek
pemerintah Pusat Yang
sepenuhnya akan dibiaYai
oteh,q,PgX. Keberadaan
jalur pintas di Yeh Otan ini
diyakini dapat memPerlan-

car akses'transPortasi dari
Denpasar-Gilimanuk dan
sebaiiknya. Pasalnya di jalur
tersebut saat ini meruPakan
ialur tenskorak atau keraP
ieriadi kecelakaan lalu lin-
tai karena tikungan tajam
dan jalan menurun. "Dengan
adanya sh.ortcut ini, semoga
arus lalu lintas semakin
lancar dan meminimalisir
angka kecelakaan lalu lin-
tas," jelasnya.

Nantinya, jembatan ini
akan memiliki Panjang 600
meter. dengan lebar sekita.r.
16. meter. Dari data Yang
dihimpun, di dua desa terse-
but ada sejumlah lahan Yang
terdampak pembangunan di
antaranya lahan Peruma-
han. toko, dan kebun. Pemi-
Iik Iahan sebanyak dua belas
orang. (kmb28)
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TABAItfAlll, TruBUN BIILI - Tahap pem-
bebasan lahan yang dilakukan oleh Satker
BPJN Wilayah MII untuk rencana pemba-
ngun€rn shortcut ke IV yang akan meng-
hubungkan antara Desa BaJera, Kecamatan
Selemadeg dengan. Desa Antosari, Selema-
deg Barat, belum juga tuntas.

Pembayaran ganti r.ugi lahan darl Desem-
ber 2018 ini baru dilakukan sebagan. Per-
nyebabnya temyata harga appraisal (nilai
aset) yang fingS. Ini yang menimbulkan per-
masalahan pada anggaran.

"Informasi yang kami peroleh harga lahan
di sana fiokas) di luar dugaan. Temyata nila
appraisal tinggt sehingga kekurangan anggar-
an," uJar Kabag Pembangunan Anak Agung
Ngurah Agung Satria Tenaya, Rabu (13/2).

Satria Tenaya mengungkapkan, yang su-
dah dibayarkan hanyalah pemilik lahanyang
ada di Desa Bajera berJumlah empat orang
dengan enam bidang tarnh. Sedangkan yang
belum dibayar adalah pemilik lahan di Desa
Antosari berjurnlah delapan pemilik terdiri
dari l0 bidang tanah.

'Namun untuk tahun ini, sudah dlang-
garkan kembali untuk sisanya yang besum-
ber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Pusat, " imbuhnya.

Disinggung mengenai harga tanah di ka-

wasan tersebut, ia mengatakan bukan ra-
nahnya. Sebab untuk pembayaran lahan dt
sana merupakan ranah darl Satuan Ke{a
(Satker) Balat Jalan Wilayah VIII.

Terlebih lag, ranah dari Pemkab Taban-
an dalam pembangunan shortcut inl adalah
melakukan tugas untuk penetapan lokasi,
dtmana didalamnya Juga berlst tahapan
pembebasan lahan yang terdampak pemba-
ngunan shortcut ke tV tersebut.

"Dalam waldu dekat sepertinya akan ada
la$ kelahJutan untuk pembayaran slsa la-
han dt desa Antosad. Dan setelah tahapan
selesal pembangunan akan langsung dila-
kukan.. Kemung;ldnan dtlakukan dt tahun
2019 lni,' ucapnya.

Sebelumnya, pembangunanan jembatan
shortcut ke IV memasuld babak baru sete-
lah sempat diwacanakan seJak 2016 lalu.
Tahun inl, akan dimulal dengan proses
pembebasan lahan. Jembatan int akan me-
milild panJang 600 meter dengan lebar se-
kitar 16 meter lnl dan dlrencanakan muali
be{alan tahun 2019 mendatang.

Untuk lahan yang terdampak aldbat pem-
bangunan shortcut sebanyak 12 orang dt
dua desa yalni Desa BaJera dan Desa An-
tosarl. Iahan itu terdlri dart perkebunan,
toko, meraJan dan lahan kosong. (mpe)

Harga ha'han di Luar Dugaan
' r 10 Bidang Tanah Shortcut Belum Dihayarkan
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Ketika Eks Perbekel Desa Baha, Mengwi, Terbukti f(orrtosi

S empat Mau Kembalikan 1tatrg,

Tetap Dibui 4,5 Tahun
Seperti narkoba, kasus korupsi

seperti tidak ada habisnya. I Putu
Sentana, mantan perbekel Desa

Baha, Mengwi, Badung, akhirnya
diganjar hukuman 4,5 tahun

penjara. Di usianya yang sudah 57
tahun, dia bakal menghabiskan
masa tuanya di dalam penjara.

MAUTANA SANDIIAYA, D enp asar

SEMI|III pria itu tampak tenang mengha-
dapi vonis majelis hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tlpikor) Denpasar. Penampi-
lan perbekel dua periode, itu terlihat necis dan
perlente dengan rambut disisir kelimis.

Namun, ketenangan pria 57 tahun itu tak

bertahan lama. Wajahnya berubah menjadi
pucat ketika majelis hakim menjatuhkan
putusan. "Mengadili, menjatuhkan pidana
penjara selama empat tahun dan enam
bulan (+,s tahun) kepada terdakwa I Putu
Sentanai'tegas ketua majelis hakim Bam-
bang Ekaputra saat membacakan amar
putusannya kemarin (13 I 2).

Hakim menyatakan bahwa Sentana terbulci
bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara berlaniut dan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau koorporasi yang menye-
babkan kerugian negara. Selain pidana badan,

hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp

200 juta subsider dua bulan kurungan.
Tidak cukup itu saja, hakim juga mewa-

jibkan Sentana membayar uang pengganti
yang dia korupsi sebesar Rp I miliar r

) Baca Sempat Mau... Hal 11

Enam Bulan Lebih Ringan dari Tuntutan

I SEilIPAI ilIAU... kuman 6 tahun penjara. bulan lebih ringan dari tuntut- Kabupaten Badung.

sambunsan dari hat, ^H:\.1Tj1"ll'_11j:*i.1':," ii_r-lu 5:iili_?::li:i1 ITq^ li1ip"':i1l:l :lc'.,'l1lffi ::xTffi ,ff fi::i'.11,Ti,fi ilff llilxi:,1i1;lil,11'#:;x'j,"ff 
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Uangtersebutmerupakanuang dalam Pasal 2 ayat (I) juncto hakim, terdakwa yang did-tidakpernahdilakukanterdak-lUangtersebutmerupakanuang dalam Pasal 2 ayat (I) juncto hakim, terdakwa yang did-tidakpernahdilakukanterdak-l
ApBDesDesaBaha2016-2017. Pasal 1B ayat (f) huruf b UU nmplngipenasihathukumnyalwa.Kendatidemikian,sampaii

,,Bila uang pengganti tak Tipikor,junctoPasaliaayat(1) GustiPutuSuwenamenyatakanbatas waktu yang ditentukan, t

dibayar hingga putushn KLIHPsebagaimanadimaksud pikir-pikir. "Kami mintawakuterdakrvarupanyatidakhmjungI
berkekuatan hukum tetap, dakwaan primer. semingguuntukpikir-pikir,Yangmelakukanupayagantirugi. Di I

makaterdakwaharusmenjala- "Hal yang memberatkan Mulia," kata terdakwa. Reaksisaatyangsamaproseshukumn-l[

nihukumanselama l,5tahuni' terdakwa belum membayar senada juga disampaikan fPUyasendiriterusberjalan.. Ll

imbuh hakim. uang ganti rugi negara, ter- putu Gede Suriawan. Selama persidangan tidak 
i

putusanmembayargantirugi dakwa sebagai perbekel juga Untuk diketahui, sejatinyaditemukan alasan pemaaf 
i

Itampaknya sulit bagi Sentana sehalusnya menjadi contoh sebelum perkara ini sampaiterhadapterdakwa.PerbuatanlI

].r.tt.rk-"nunaikannya.Sebab, masyarakat," beber hakim pada proses hukum, Sentanaterdakwa bertentangan den-lI
sebelum masalah ini dibawa yangjugaKetuaPNDenpasar. sendiri sebetulnya sempatgan usaha pemerintah yanglI
ke meja hijau, Sentana sudah Sementara yang meringank- rnsnystakan permohonansedang gencar memberantasll

ldiberi kesempatan mengem- an, terdakwa bersikap sopan rnaaf.fugabersediamelakukankorupsi. Sementara pertim-lf
lbulikun uang yang dikorupsi. serta menderita sakit jantung, ganti rugi atas dana APBDes bangan meringankan, terdak- |

I Nu*nn, Sentana tak sanggup dan menjadi tulang punggu- yang diselewengkan. Itu terjadi wa mengakui perbuatannya, I

Lmengembalikannya. Artinya, ng keluarga. saat muncul hasil audit inter- belum pernah dihukuin, dan I

] S"ntitru bakal menjalani hu- Putusan hakim sendiri enam naly61g dilakukan Inspektorat berterus terang. (/pit) 
I
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PolisiKawal
Pembagian
BPNIT
Agar TePat
Sasaran dan
Tidak Terjadi
Penyimpangan

NEGARA- Pembagian bantu-
an pangan non tunai (BPNT)

kepada keluarga Penerima
manfaat (KPM) Yang memiliki
kartu keluarga seiahtera (KKS)

se-Jembrana, akan dikawal
Polres Jembrana agar Pemba-
gian beras tePat sasaran dan
Iidak terladi penyirnPangan di
lapangan saat Pembagian.

Kabagops Polres Jembrana
Kompol Mahfud Didik
Wiratmoko mengatakan,
pengawalan Pembagian beras

pada warga Yang merniliki
KKS di masing-masing desa

dan kelurahan se-Jembrana,
minimal melibatkan.
Babhinkamtibmas Pada
saat Penyaluran. "Kalau
penyaluran dalam bentuk
barang ditambah lagi anggota

Iima orang anggotai' jelasnYa,

kemarin (1312).

Didik memastikan,
penyaluran BPNT Pada KPM

se-Jembrana hingga saat ini
dipastikan tidak ada kendala
berarti. PenYaluran tidak ada

penyimPangan, tepat sasaran

kepada yang berhak menerima.

Pelaksana tugas KePala
Dinas Sosial Ketut Komala
Dewi mengatakan, Jumlah
KPM di Iembrana sebanYak
10.055 kePala keluarga

Kalau PenYaluran
dalam bentuk barang
ditambah lagi anggota

lima oran9."

KomPol Mahfud Didik
Wiratmoko

KobogoPs Polres Jembrono

(KK). Pemegang kartu Yang
dikeluarkan kementerian sosial,

yang berisi saldo RP I l0 ribu,

hanya bisa menukarkan kartu

dengan beras. Pembagian beras

di masing-masing kelurahan
dan desa tcmpat Penet'ima
tinggal. Beras Yang dibagikan
darl bulogyang sudah di tunjuk
oleh pernerintalt di nrasing-
masingdesa.

Menurut Gorim, Program ini
sebelumnYa bernama beras
miskin (raskin), kemudian
bernama beras sejahtera. Saat t
ini bernama bantuan Pangan
non tunai (BPNT). Pemerintah
tidak lagi mengeluarkan uallg
tunai, karena dikhawatirkan
tidak tePat sasaran dan
uang tidak digunakan urrtuk
semestinYa.

Proses Penerimaan saat ini,
KPM yang sudah megang
kartu yang sudah berisi saldo

uang, ditukar dengan beras.

ProgramnYa ini bantuan
non tunai, berbeda dengan
program dulu masYarakat
menerima bantuan dalam
bentuk beras. (laslhqn)
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LimaProlrek
Gagal Digarap

Dinas CV Kresna Dwipa. Secara rinci
empat proyek bermasalah Yang
digarap PT Metra Giri KarYa,

adalah pembangunan RKB dan
Renovasi Halaman SD Negeri 3
Legian senilai Rp 2.835.050.344.
Pembangunan Wantilan
Pura Puseh Legian senilai RP

2.19I.961.000, pembangunan
Puskesmas Pembantu
Abiansemal Dauh Yeh Can
sebesar Rp 2.407.799.900
dan pembangunan Wantilan
Melasti di Club Med dengan
nilai sebesar RP 1.387.894.000.
Kemudian proyek yang

dikerjakan CV Kresna DwiPa
adalah pembangunan gedung

dan penataan halaman
Puskesmas Pembantu
Punggul dengan nilai sebesar
Rp 1.747.119.563. "IYa, ada

PUPR Blacklist
Kontraktor

MANGUPURA - SebanYak
lima proyekfisik di KabuPaten
Badung anggaran tahun 20lB
gagal dikerjakan. ProYek Yang
dikerjakan dua kontraktor ini
pun langsung ditindak tegas
oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Badung. Selain
diputus kontrak, dua kontrak-
tor tersebut juga di blacklist.

Data yang dihimPun dari
Dinas PUPR Badung, kelima
proyek yang diganjar Putus
kontrak diantaranya emPat
digarap PT Metra Giri Karya dan
satu proy_ek lagi dikerjakan oleh

sudah dikenakan penalti dan iuga memproses rencana
sebelum akhirnya diambilalih blacklist terhadap dua
dan dikenakan sanksi putus kontraktor yang menSSarap
kontrak. Selain itu, semua lima proyek ini. "Pasti nanti
proyek yang sempat molor kita blacklist, cuma ada
sudahbisadiselesaikandengan prosedurnya. Karena kalau
baik. "Yang lain (proyek molor tidak di black list nanti kita
lainnya) sudah selesai. Cuma yang kena masalah, kalau jadi
lima ini saja bermasalah," temuan,"terangmantanKabid
birokrat asal Tabanan ini. Ialan dan Jembatan ini.
Pihaknya juga mengaku Soal kelanjutan lima proyek

sudah berkali-kali tersebut, Surya mengaku
melayangkan teguran kepada sudah diambil alih. Pihaknya
pelaksanaan atau kontraktor. sudah menunjuk sejumlah
Akan tetapi, tidak digubris. kontraktor untuk melanjutkan
Justru progress proyektambah p e n g e r ja a n nya. " Unt uk
molor. Padahal, Dinas PUPR kelanjutan nya, kita sudah
sudah memberikan sanksi menunjuk kontraktor baru
penalti kepada masing- untuk melanjutkan. Nanti,
masing kontraktor. Tidak berapa sisa pekerjaan yang
hanya itu, pihaknya juga belum, itu nanti kita bayar,"
m e I aku ka n p glu s ko nt1a k 1q1gkasnya. (dqi/rid)

w w

Yang lain (proyek
molor lainnya) sudah
selesai. Cuma lima ini

saja bermasalah."

IDA BAGUS SURYA
SUAMBA

Kodis PUPR Bodung

lima kegiatan tahun 20IB kita
putus kontrak. Kontraktor
tidak mampu melaksanakan
kewajibanya. ladi kita ambil
alih dan kita putus kontrak,"
terang Kadis PUPR Badung,
Ida Bagus Surya Suamba Yang
dikonfirmasi, Rabu ( I 3/2).

Kontraktor yang menggarap
lima proyek itu sebelumnYa
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Ganti Rugi Lahan
Belum Tuntas

Pada Proyek Shortcut

lV Bajera - Antosari
TABANAN - Proyek pem-

bangunan short cut IV Jalan
Nasional Denpasar - Gilima-
nuk di Sungai Yeh Otan yang
menghubungkan Desa Bajera,

Kecamatan Selemadeg dengan
Desa Antosari, Selemadeg Barat
yang sudah tuntas pembebasan
lahan, belum ada titik terang
kapan dimulai proyeknya.

Meski tahap pembebasan la-
han sudah tuntas sejak 20lB
lalu, namun kini terkendala soal

pembayaran ganti rugi lahan
milik warga yang terkena pem-
bangunan sftort crl1. Hingga kini
pembayaran ganti rugi tanah
warga baru dibayar setengah.

Kabag Pembangunan A. A
Ngurah Tenaya didampingi
Kabag Tapem (Tata Pemerin-
tahan) Setda Tabanan, I Wayan
Yelada mengatakan proyek
pembangunan s hort u il N lalan
Nasional Denpasar - Gilimanuk
sepanjang 600 meter terus ber-
proses. Namun terkait dengan
pembayaran ganti rugi hal itu
wewenang Satker BPf N Wilayah
VIII Provinsi Bali. Dia pun men-

gakui untuk pembayaran ganti
rugi kepada pemilik lahan baru
dibayarkan setengah pada De-
sember 20lB lalu.

"Di Desa Bajera berjumlah 4

orang dengan 6 bidang tanah
yang sudah dibayarkan. Se-
dangkanyang belum dibayarkan
pemilik lahan di Desa Antosari
yang berjuinlah B pemilikterdiri
dari I 0 bidang tanah. Kalau harga
per meter lahan untuk ganti rugi
hanya Satker BP[N \Mlayah MII
Provinsi Bali yang mengehuii'
ujar Ngurah Tenaya, Rabu ( 13/2) .

Dia menambahkan, pemba-
yaran ganti rugi lahan terken-

dala .lge\urangan anggaran.
Pasalnya tidak disangka harga
appraisal lahan tinggi. Itu se-
suai dengan infornrasi yang
diberikan Satker BPJN wilayah
VIII Bali. Tetapi pembayaran
ganti rugi akan dilanjutkan
pembayarannya tahun ini.

"Terkait dengan target pemba-
ngunan .\hort cut dimulai kami
belum tahu jelas. Karena hal
tersebut wewenangnya ada di
Satker mengingat jalan yang
dibangun Slrorl C'ul adalah jalan
nasionalj'jelasnya.

Dalam pembangunan s hort

memiliki tugas sampai pen-
etapan SK lokasi yang sudah
dilakukan Oktober 20 I B. Namun
terkait teknis pembangunan dan
lain-lain itu wewenang dari di-
wilayah Satker. Proyek sepanjang
600 meter dan lebar 16 meter di
wilayah Kabupaten Thbanan ini
menggunakan anggaran DIPA.

"Tujuan dari pembangunan
short ail unnk dapat mempers-
ingkat jara( memperlancar ams
lalu lintas dan menekan dngka
kecelakaan lalu lintas. Karena
saat ini jalur tersebut memiliki
tikungan tajam dan berliku,"
tandasnya. (uli/diQclrt IV pemkab I'abanan hanya
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bantuan hibah bibit disebut-se- pat) paripurna," jelas Sentana jangan ada bermailr. Kita tidak sesuai aturan yang berlaku.
but difasilitasi oleh anggota dikonfirmasi, Rabu (13/'2). menginginkan teman-teman Bahkan sudah dilakukan ses-
DewanBadung. Namun, ia mengaku, sampai jadi korbani' terang politisi Par- ,,ui by name by address, masuk
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1 MANGUPURA - Kasus du- sebagai bahan l'" 
" - "", 

, " i

I gaan korupsi hibah niUi, *fi evaluasi." pt'negak hukum strdah tidak 
I

| rt"to-pot Tani Sari Arnerta, NYoMAN GlRl PRASTA memikirkan tebang pilih lagi i

|;;;;a;;;"c*.i, p".u"g, eo aupotiaiauig clalam rneninclak. sehi'gga 
ll

{ aung sudah*sampai ke meja diilrrhiru herh;rti-lrati dalaln 
I

I ni;u,i. Dugaan penyelewengan ada indikasi terlibat. Flanya mcmfasiliiasi hantttan hibah' I

I hibah itu juga menyeret salah sebatas itu sala tu*i rriru, "hami mengittgatkan kePada 
i

j rutu *ggotiolno kabupaten kalau bukti cukup, baru kami :::::::j"t""n 
anggota DPRI) 

il

i nua""iinusalnya, pemberian memberikan lapora,r cli (ra- sernuanya untuk berhati-hati'

Ketua Badan Kehormatan saat ini belum ada menerinls taiGerindraasalAbiansemalitu.6u6p6gp/PPAS,objeksubjek
(BK) DPRD Badung Nyoman laporan. Sebab, BK tidak bisa Tidakhanyaitu,kasusinijuga jelas, persyaratan jelas, Nas-
Sentana mengatakan, sikap mendahului, karena kasus ini mendapat sorotan dari Bupati kah Perjanjian Hibah Daerah
BK terkait kasus tersebut sudah menjadi ranah hukum. Badung I Nyoman Giri Prasta' (NPHD) dan hibah ditransfer
tentu menyikapi setelah ada "Saat ini belum ada laporan Ia menuding, dugaan korupsi ke rekening kelompok pener-
laporan masuk ke BK. Kemu- masuk ke kimi," terang Sent6ls hibah bibi sapi tersebut adalah ima. " lni namanya oknum,

si dan penyelidikan. "setelah Lebih lanjut, ia mengingatkan kelompok t4ni lainnya sert4 1sn6[ l6etua sama kelompokn-
itu baru kami memanggil kalangan anggota Dewan gs- Pemerintah Kabupatel ,Ba-ya,bukandikitalagii' jelasGiri
teman-teman yans liauqa duns. Karena sekarang aParat dun€'Karenffi"ilt""1111'Hi;'"XTil:ilSr"#$diPuspem

dian baru disikapi, turun ke yang juga anggota Komisi 1y ulahoknumtertentudantidakdankitatidakmenggeneralisirf
lapangan melakukan verifika- DPRD Badung ini. menjadi masalah general pada 6s1n11i semua salah. Itu sudah

Bupati Lakukan Evaluasi
BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta mengakui,

untuk pengawasan kelompok tani juga sudah ada
unit teknis dari perangkat daerah yakni Dinas
Pertanian dan Pangan Badung. Parapetugas telah
bergerak untuk mengawasi. Kalau memang ada
menyimpang tentu akan menjadi temuan dan
berhadapan dengan hukum. "Kalau masalah
personal itu susah. Contohnya rakyat Indonesia
semua kita inginkan maju, bahagia. Tetapi yang

rurmanya meracik banyak kepala kan susah dan
tentu hta evaluasi terusj' ungkapnya.

Lebih lanjut, dari munculnya kasus kelompok
tani yang sampai terjerat masalah hukum tentu
ini menjadi bahan evaluasi. Sehingganantinya
tidaklagi ada terjadi kasus serupa yangmenim-
pa kelompok tani di Badung. "Saya yakin ke de-
pan pengawasan kita lebih intens dan prioritas
sebagai bahan evaluasii' pungkasnya. (dwi/yor)
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Perbekel Baha Divonis 4,5 Tahun
* Korupsi Pengelolaan APBP"t sebesar Rp 1 Miliar

Dalam perkara ini,
tersangka diduga

menggunakan ang-
garan desa untuk

kepentingan pribadi
sejak menjabat seb-
agai Perbekel Desa

Baha dari tahun
2007-2013 kemu-

dian 2013-2019.

Perbekel Baha, Kecamatan
Mengwi, Badung, I Putu Sentana,
57 dijatuhi hukuman 4,5 tahun
penjara di Pengadilan TiPikor
Denpasa4, Rabu (13/2) dalam ka-
sus korupsi pengelolaan APBDeS
tahun anggaran 201,6 sebesar RP
1 miliar. Selain hukuman fisik,
Sentana juga dijatuhi denda
Rp 200 juta subsider 1 bulan
penjara dan juga diwajibkan

1.006.633.856.
"Dengan ketentuan jika tidak

mampu membayar dalam wak-
tu satu bulan setelah Putusan
berkekuatan hukum tetap maka
harta bendanya akan disita dan
dilelang. Dan jika belum mencu-
kupi akan diganti dengan pidana
kurungan selama satu tahun dan
enam bulani'tegas majelis hakim
pimpinan Bambang Eka Putra.

Dalam putusan, Sentana din-
yatakan secara sengaja melaku-
kan upaya memperkaya diri
sendiri yang dapat merugikan
keuangan negara atau Perekono-

-n+iari{+egftra.:ttas 
perbuatannya,

Perbekel dua periode ini dijerat
pasal 2 fo Pasal 18 ayat 1 UU
Tipikor fo Pasal 64 ayat L KUHP.

Putusan ini sendiri masih di
bawah tuntutan Jaksa Penuntut
Umum (fPU) Putu Gede Suriawan
dkk yang sebelumnya menuntut
hukuman 5 tahun penjara dit-
ambah denda Rp 200 juta subsider
3 bulan serta mengganti kerugian
negara Rp 1 miliar lebih subsider
2,5 tahun penjara.
. Atas putusan tersebut, fPU

DENPASAR, NusaBali

lengganti ker-trgian negara RP

PERBEKEL Baha, Kecamatan Mengwi, Badung, I Putu Sentana, s7,saat

'':lq1ll'!Ig 1*:.1 I' r"is19l9{ipl"l911.:"! Ra9u (I312!

menyatakan pikir-pikir. Hal Yang
sama dinyatakan terdakwa yang
didampingi kuasa hukumnya,
I Gusti Putu Suwena juga me-
nyatakan hal yang sama. "Kami

. .rrikir-pikir Yang Mulia," tegasnya.
Dalam perkara ini, tersangka

diduga menggunakan anggaran

desa untuk kepentingan pribadi
sejak menjabat sebagai Perbekel
Desa Baha dari tahun 2007-2013
kemudian 2013-2019.

Kasus ini masuk tahap peny-
elidikan tahun 2017 dan dilaku-
kan audit oleh BPKP. Hasilnya, I
Putu Sentana terbukti melaku-

kan penyalahgunaan anggaran.
Penyidik menetaPkannYa seb-
agai tersangka pada 19 APril lalu'

Dalam aksinva, terdal<wa mem-
buat rekening ai SPO Bali atas
inisiatif sendi ri mengatasna makan
Desa Baha untuk Penampungan
dana APBDes. TaPi, buku tabun-
gan yang seharusnya meniadi
kewenangan bendahara justru
dibawa terdakwa. Tersangka be-
berapa kali melakukan penarikan
uang dipakai untuk kePerluan
sehari-hari, membeli barang dan
juga berobat sakit jantung. Peng-
gunaan dana untuk kePentingan
pribadi tersangka tersebut di-
catatkan sebagai SILPA (sisa lebih
penghitungan anggaran) fiktif.

Perbuatan tersangka tidak
hanya mengakibatkan kerugian
negara Rp 1 miliar lebih. Be-
berapa kegiatan juga tidak dapat
terlaksana seperti pembangunan
Balai Subak Lepud, Baha. Pen-
gadaan perlengkapan Museum
Subak Lepud, pembelian mobil
oprasional kantor, penyuluhan
hukum LPM serta penanaman
pohon kamboja. -e rez

' fud,t, L?,
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Pemkab Ban$i Dituding

Ingkarldi
.

Proses
perjanjian sewa
menyewa lahan

untuk ruko sudah
berlangsung sejak

tahun 1994.

BANGLI, NusaBali
Pemkab Bangli dan Desa

Adat Batur Kalanganyar, Ke-
camatan Kintamani memiliki
perjanjian sewa lahan ruko di
areal Pasar Singamandawa, Kin-
tamani. Pemkab Bangli berke-
wajiban membayar sewa berupa

beras sebanyak 5 kwintal setiap
ngusaba kadasa. Namun Pemk-
ab Bangli dituding menging-
kari perjanjian tersebut.

Ketua Tim Aset Legalitas Desa
Adat Batur; I Ketut Sugita, men-
gatakan luas lahan 9,5 are yang
dimanfaatkan untuk memban-
gun ruko di Pasar Singaman-
dawa. Kriteria aset milik Desa
Adat Batur ada tiga yakni anah
laba pura, duwen desa fmilik
Desa Batur), dan tanah peka-
rangan desa (PKDJ. "Lahan yang
sekarang dimanfaatkn untuk
membangun ruko adalah tanah
duwen desa adat" terang Sugita,
Rabu (13l2). Proses perjanjian
sewa menyewa lahan untukruko

Ketua Tim Aset Legalitas Desa
Adat Batur, I Ketut Sugita.

sudah berlangsung sejak tahun
1994. Pemkab Bangli dipimpin
oleh Bupati IB Agung Ladip (al-
marhum).

Semasa kepemimpinan IB

Agung Ladip, proses perjan-
jian berjalan lancar. Dari masa
pemerintahan Bupati I Nengah
Arnawa hingga kepemimpinan
Bupati I Made Gianyar tidak
jelas pembayaran kewajiban
sewa lahan ruko tersebut.
Diakui, pada tahun 2016 sem-
pat audensi dengan Bupati
M ade Gianyar untuk m eiryikapi
masalah ini, namun tidak ada
kelanjutannya. "Kami sudah
sempat audensi dengan Bu-
pati Made Gianyar," imbuhnya
sembari menunjukkan copy-an
sertifikat lahan yang dimaksud.

Terpisah, Kepala Dinas Per-
industrian dan Perdagangan

Sudibia, mengaku hingga saat
ini belum melihat perjanjian
yang dimaksud. "Kami baru
menangani pasar sejak 2014
lalu, sebelumnya di Dinas
Pendapatan yang kini Badan
Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah [BKPAD)," jelas-
nya. Diakui sempat ada audensi
dengan Bupati Made Gianyar
dan hadir Tim Aset Desa Adat
Batur untuk membahas hal
tersebut. "Memang kami sem-
pat koordinasikan hal itu.
Sampai saat ini kami belum
melihat perjanjian tersebut,"
imbuhnya. Ia menyarankan
mengecek di BKPAD Bangli
untuk data lengkapnya. 6 es(DisperindagJ Bangli, I N"ng$
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Menunggu Komitmen
Pejabat Kelola PHR

Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran @HR)
ternyata diatensi Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPIO. Ini tentu hal menarik yang patut
disikapi. Selama ini, PHR menjadi pelumas
pengelolaan pemerintahan di Bali. Makanya
ada daerah yang kaya dan miskin di Bali. Pa-
dahal jika dilihat dari kontribusinya terhadap
sektor pariwisata, nyaris semua kabupaten&ota
di Bali msmiliki objek wisata yang memiliki
daya jual. Menjadi menarik saya baca di Har-
ianfu.li Post,Rabu (13/2), ketika KPK meminta
Provinsi Bali mengintegrasikan PHR. Apakah
hal ini akan filakukan secara mudah atau akan
mendapat hambatan dari para bupati/wali kota
yangselama ini telah mengelola secara otonomi
PHR ini. Yang jelas, saya sebagai rakyat Bali
dengan melihat beban hrama Bali dalam men-
jaga budayanya, ada bailnya pengelolaan PHR
memang diintegrasikan. Saya menunggr komit-
men pejabat di Bali dalam hal ini.

Kita tentu harus berpikir holistik terhadap
pengelolaan Bali. Terlebih kini muncul wacana
pemerintahan one islnnd. onp manege ment. Int
adalah momentum bagus untuk membuktikan
bahwa pemimpin kita di Bali tak terjebak
kepentingan personal dan parsial dalam men-
gelola pemerintahan Saya berharap, langkah
mengintegrasilan pengelolaan PHR ini segera
dikomunikasikan dan dilakukan secara ter-
buka. Komunikasi dengan semua pihak hendak-
nya dilakukan deilganlasa ngo3@h udtut Fdli

IWayanArsana
Gianyar, Bali

,|
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MANTAN Perbekel Desa Baha,
Badung, I Putu Sentana (57), Rabu
(13/2) kemarin divonis empat tahun
enam bulan (4,5 tahun) penjara.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor
Denpasar, terdakwa dinyatakan
terbukti bersalah melakukan tin-
dak pidana korupsi APBDes se-
cara berlanjut, hingga merugi-
kan keuangan negara sebesar Rp
1.006.633.856,95.

Majelis hakim pimpinan Bam-
bang Ekaputra dalam amar putu-
sannya menyatakan sependaPat
dengan jaksa. Terdakwa terbukti
bersalah dalam dakwaan primer, .

yakni melanggar Pasal 2 ayat I jo
Pasal 18 ayat t hurufb, UU No. 31
Tahun 1999 tentang Tipikor, seb-
agaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan UU No. 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas UU
No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 64 ayat
1 KUHP.

Selain dihukum selama 4,5 ta-
hun, Sentana juga dihukum mem-
bayar denda Rp 200 juta, subsider
dua bulan kurungan. Masih dalam
putusan hakim, juga ada hukuman
tambahan yakni membayar uang
pengganti sebagai akibat keru-

BERKOORDINASI - I Putu
Sentana saat berhoord,inasi
d.engan huasa huhwnnyo usoi
diuonis bersalah d'an d.ihuhum
4,5 tahun penjara.

gi6n keuangan negara sebesar Rp
1.006.633.856,95. Apabila dalam
waktu satu bulan setelah PerkSra
ini mempunyai hukuman tetaP
terdakwa tidak membayar, maka
harta bendanya dapat disita dan
dilelang untuk menutupi kerugian
keuangan negara. Kalau harta
benda tidak cukup, maka diganti
dengan pidana kurungan selama
satu tahun enam bulan.

Setelah mendengarkan putusan
tersebut, Sentana diberikan kesem-
patan untuk berkoordinabi dengan
kuasa hukumnya. Namun setelah
beberapa menit, Sentana tampak
ragu, hingga akhirnya menyatakan
pikir-pikir. Hal senada juga disam-
paikan jaksa.

Vonis tersebut sejatinya lebih
rendah dari tuntutan jaksa. JPU
Suryawan dan Kadek Wahyudi
sebelumnya menuntut terdakwa
dihukum selama lima tahun pen-
jara. Di samping itu, denda RP 200
juta, subsider tiga bulan kurungan.
Jaksa juga memberikan hukuman
tambahan pada terdakwa yakni
membayar uang pengganti sebagai
akibat kerugian keuangan negara
sebesar Rp 1.006.633.856,95 yang
apabila tidak bisa dibayar, diganti
dengan pidana penjara selama dua
tahun enam bulan.

Seperti diberitakan sebelumnya,
Sentana oleh jaksa diduga melaku-
kan korupsi APBDes pada tahun
angga-ran 20 16 | 20 l7 . (krnb37)
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LimL ProYek
olor, Dinas PU

Kepala Dinas PUPR Badung
Ida Bagus Surya Suamba mem-
benarkan ada dua kontraktor
tidak mampu melaksanakan .

kewajiban sesuai kontrak. Se-
lain kena sanksiputus kontrak,
kontraktor ini juga kini dikena-
kan sanksi blo&list.

"Saat ini masih ada lima
proyek tahun 2018 molor. Kon-
traktor yang menggarap lima
proyek itu sebelumnya sudah
dikenakan pinalti sebelum

": 
is *

Karena itu lirrgsung putus
kontrak," tegasnya.

Selain memutus kontrak,
pihaknya juga tengah mem-
proses blorAlisl terhadap dua
kontraktor yang menggarap
Iima proyek ini. "Pasti nanti
kttablotklist. Cuma ada prose-
durnya. Karena. lralau tidak
di-blacklidt, nanti kami lagi
yang kena masalah kalau jadi
temuan," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengaku

akhirnya diambil alih dan dike-
nakan sanksi putus kontrak,"
ungkapnya.

Pihaknya telah berkali-kali
melayangkan teguran kepada
pelaksana atau kontraltor.
Hanya saja, tidak mendapat-
kan tanggapan. Bahkan, pro-
gres proyek semakin menurun,
meski Dinas PTIPR telah mem-
berikan sanksi pinalti kepada
masing-masing kontraktor.
"Tetap saja dia tidak mampu.

telah menunjuk sejumlah kon-
traktor untuk melanjutkan
lima proyek tersebut. Selain
itu, semua proyek yang sem-
pat molor teldfi-diselesaikan
dengan baik.

"Kami sudah menunjuk
kontraktor baru untuk melan-
jutkan proyek. Nanti beraPa
sisa pekerjaan yang belum, itu
nanti kita bayar. Curna lima ini
saja bermasalah," pungkasnya.
(kmb27)

llrf t ,17 rrl-" 'l-))Blacklist"
DuL Rekanan

Mangupura (Bali Post)
bu-a iekanan yang menggarap lima proyek fisik milik Pemkab Badung-harus

-"r.,L daftar fritani (btaiktist)- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan-g

iiUpnl S;dung. Sanksi ini diberikan lantaran rekanan gagal menggarap proyek
yang telah dianggarkan 2018 lalu.

Berdasarkan informasi
Rabu (13/2) kemarin, satu
rekanan yang di-blachlist
itu menggarap proYek Pem-
bangunan RKB dan renovasi
halaman SD Negeri 3 Legian
senilai Rp 2.835.05O.344,

pembangunan wantilan Pura
Puseh Legian senilai RP
2. 191.961.000, pembangunan
Puskesmas Pembantu Abian-
semal Dauh Yeh Cani sebesar
Rp 2.407.799.900 dan Pem'
bangunan wantilan Melasti

di Club Med dengan nilai RP
1.387.894.000. Sementara
satu rekanan lagi menggaraP
proyek pembangunan gedung
dan penataan halaman Pusk-
esmas Pembantu Punggul
dengan nilai Rp 1,7 47 .119.563.
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MANGU
Waca

tuan

,sudah disiapkan
menunggu tindakl
kabupaten pene
karena anggaran
cair setelah ada
proposal. Andai
semua kecamatan
cover, Bupati me
kan agar ada kebij
daerah penerima
Misalkan, di kabu
hun ini beberapa
saja, tahun berik
lagi. "lni harus ada
diajukan dari ma
ing kabupaten p
supaya jelas," ka1

untuk rl

ri

-llKabupaten il

ih

il
kab Badung kepada enam bedah rumah kepada enam ii
kabupaten di Bali, meliputi kabupatensepenuhnyamen- 

111

Kabupaten Bangli, Karangas- jadi liewenangan pimpinan. i[
em,- Klungkun_g, Tabanan, "Kalau beliau fBupatiJiudah ilm iIiar u ntuk i"?r5lllf,-#,1,'"i;11:1:ili J;j;:g"i:T lli'"ill:liit

lantU bgClah direalisasilian tahun ini. Ren- pasti ialan. Secara total ans_

niliar untuk i"?r5lllf,-#,1,'j;11:1:ili J;j;:g"i:Tlli'"ill:liit il
antU bgdah direalisasilian tahun ini. Ren- pastilalan. Secara total ang- ]i, | , cananya ada sebanya\ 2.9q0 garanyang disiapka.n !.p tOO 

1ln seoanyaK ruma[ yang bakat-dibedah, il.rili"."rniut endm katlpat- il
)0 rumah di fi3;:1fl;T:::ffi,[1Hl,ii""t ;x5Hl:,it*jji#ffi,1,; l[kabupaten !:j1l3l, per rumah dThargai "eupati y"ng--"rnutli[i;i; 

li' "-nilai Rp 5_0 juta. ularnya, Xairis (I4/.?). iidi Bali. Xepala Badan pengelota Bupati Badung r Nyoman ItKe.ulng-al dan Aset Dae- Giri prasta, menegaskan llRA, NusaBali rah lnrxeo; Kabupaten guna rherealisasikJn pro- ji
memberikan ban- Badung Ketut Gede Siryasa, [ram bantuan bedah rumah il
r rumah dari Pem- mengungkapkan baniuan Iersebut, alokasi anggaran lt

:l

Tinggal Giri Prasta
niuti-ari Bupati'as.ar peraga, *"- l,:,fJi:]53f"::IrtJlsn:iilf"f c sama dengan enam

FflT,Ll r,T,"*$ I;r,l?,';:;1.,* ffi}":'"i:q{r;::{.J1:i'YJ]5,'""1:;:l i,:",,",111,i,"?'if,raru bisa jelaskan nominil bantuan Ifu;,"""' u'rPat terwuluo' saja dapat [bantuan bedah
ngajuan bedah ,n.liii::ltlr_r,q ;illl:fiifl,fr:Tiiiii1l iltrl*:ift,,ffi.";-ffi"", i

.ijll:l ,.:,.iitj*i:T"RllT:: fdi ii".L".ir.i""'i"i";l;;, Sekadar mensinsarkan l

i! l : i! !: [,: lt"- *r *,:::r" li * : *".,*"'* yl* *{1 t iitr *-r ilj::f#fr1""*xtT ii;;l iLkan dari miliar untuk merealisasikan 
"'"1uruh, t"i"r.""" iiu ,n11 disampaikan Bipati Giri !Lii,Hil f,f c^liilll-1*:'lgl:"{," il;;i;,;i"t"."yr."-^'- ' prasta saa nemanaran cverrr_ {ten A ta- iin "aiuerit<a"';;;;'(F;;;ii '"'ff.'],i;ili!l!{.**ljT" :;l'J:#**:f.ruli* icamatan Harapan kami diawasi oleh 6"f,uoatle-n Gianya. a"'n ro1: Kab_upaten Badung semes- 

|sisanya kabupaten dan masyarakat p"[o"rar meneiima bantuan ter I Tahun zolz ai Gedung I

i!1ilXlq '"8:Ti#Tffiil:" bedah f,*,t'"n'bedah '"-"t, i.-wiswa Sabha Utama, Kantorl
nerima, rumah u""*"ijuJnr";;;;: ::P:;::11l,9.ll ilt::::"n, c"ieinuiii"rial'n"np"r".. im nerima, rumah yang diberikan, Bu-;;i;tff;il;h i.;i-pii=,V FJIffi::""X.J fii,ffit"li:lir Bupati pati Giri prasta berharap t"t" ,""_iriki i;;;;;;"n ,"."., terbuka. 6 asa i
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Pemk ab B adung Gelontorkan
D anake Desa Rp 675 Miluaf
PEMERINTAH Kabupaten sebesar.Rp 67 5'214J39J85' Paling

(Pemkab) Badung meng;;#";;; t"aitit a"J" -enerima Rp 11'9 miJiar

dana kepada 46 desa a;T;""d dan paline besar Rp 21'7 miliar'

Dana yang diseranrai'*;;ffi; Fe*bugian dana kepada desa ini

bersumber dari'Dana'b;t;e";i ielah d"itetapkan kg dalam'Surat

ffiBN:^ffitilib;^ o"* ianbl Kg!,*lY'^"" I'pali..pqdung Nomor

dilD;;;"Furi-Uu"eul-Juo G"i rryo+rgmw2O1e." jelasnva.,

Basi Hasil pajak dan i?iriu".i --*u+ 
Ianiur dikatakan. ada be-

Da6rah tahun 2019 O"ng"" i"i"i U"""pu*dikato"sebagaidasarpem-

Rp 675 miliar lebih. $:il?J;sirig [ts'i" du"u ke desa-vaitu jumlah

desa menerima berxrsar"Rp 1r'5 penduduk' iumlah banjar' jumlah

miliar hingga Rp 21'7 #iil#iD""" -p""J"al't *i"kin' luas wilavah dan

untukdesadis"""r*ut'frtjib"; i;496 kesulitan geografis' Wabup

ilh;;;;il;p;s' Ii;*l"bfus Suiasa mengatakan' mensinsat

Pemberdayau" rtlu.vlilluf a"" [egit".uusarnva dana yang diterima

Desa fDPMD) I Putu C?i?t"ia""" oitt'-t' a"tu' maka menjadi'penting

t"tliaXp"tt"Jt"f."-euJuttg' Kamis penverahan dana ini tidak secara

rt4lztkemarinaip.t.pl#E;a;ti;' it"i*"s ditransfer' namun sebe-

Kepala DPMD p"tt'*C-"a" S""i- lumnya"oemerintah daerah men'

dana menjelaskan. 
';";; D";; gundane'pata perbekel dan Badan

vans diterima dari ;";i"^t* F*-"ti"*uraian Desa (BP-D)seb-

i;ff, ;il";-np si. sa+. 267.000. agai wuiud orinsio transparansr ans-

Masins-masrns desa *"h;*"t'J;; fi;;"' ialam irat ini' BPD sebagai

menerima Rp 900 :t'tu du"" pufi"g ir'nsur pemerintahan desa salah satu

il".;;iil;til. eJbtasioana nesi fungsinva rPemberi pengawa-san ter-

dari Dana Peri*bangail#ffi ffi ttua?p ptt"ttanaanpenganggarandi

44.660.525.600, *"r*g-"i"t*ga;; desa sejat awal hingga penerimaan

""fli* 
."ail.ii *L"""itiu Rp is"o 1"tu dan pemanfaatan dana'

dan palins besar Rp r'? "iiri"t''il- 
Dlnganbegtu' BPD akan melak-

;ldffi;?;; B;sih"'ii Fajak dan s-anakan fungsinva 
":!,19,u1-p""-

Retribusi Daerah *tliiv" 
"?i,*i" 

e;;;t. motiv:atoi perbekel untuk

iii'iTzgognntr;u'M"ling-masmsS:T:f ::""11i"*:""j#i#f,tilXl^po' ''ru7'+'t':Y'v" ^'-- 
""?i-" 

ni t"t""i dengan perencanaan yaxg
desa paling sedrkrt P"t"tl3", l! :::.:fi ";;:"h:;:";;;;;; "".6"k"110 miliar dan palng o".ut Rp fS'-5 diputwErnbersamaantaraperbel
miliar. 

eqr lrr 4v'- 
de'ngan BPD' Perbekel juga diminta

"Total dana ke desa tahun 2019 menggunakan prinsip-printD Tg

W

Haran yaitu prinsip akuntabilitas'
[""ttp""tun.i dan-sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan
vang berlaku'
" -;i.ti memberi haraPan dan Pel-
.rans .tttt.tk berakselerasi lebih
baniak dalam rangka Perc-e-Patan
ou*buttzuttun masYarakat' Namun
:;;; t""k.tit itti juga beban buat
*ut"tu. pertanggungiawaban cukup
il"*t. uiit"t itlu-sp-D dan perbekel

asar bersinergi, agar alur Peman-
fa-'atan dana ini baik secara atutan'
oenviaPan administrasi dan tata
oeld.sanaattnya di masyarakat tepat
Iut*u" ."."^i aturan yang berlaku"'
tesasnva.--'s"ruin 

itu, Perangkat daerah
iuea diminta ikut bersama-sama
'-8rnU".it"" PendamPingan dan

tuntunan kepada desa sesuai dengan

funssi dan tugasnya masmg- masrng'

Insiektorat juga diharapkan terus
meiakukan PendamPingan, Pem-
binaan dan Pengawasan kepacta
p*merintah desa' 

-"Inspektorat kami
'minta melakukan PendamPingan'
tuntunan dan Pengawasan setlap
.uui, ai*i"t" atanP.tn tidak' Kita
menginglnkan sejak awal.pemerin-
i*t a-".i"au vang memberikan arah
vane pa.ti, sehingga masalah hukum
hi t?'m"dian hari tidak terjadi dan

kebermanfaatan untuk mewujudkan
keseiahteraan benar-benar daPat
il..upai," PungkasnYa. (ad496)
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aksi pencegahan dan
ntasan Korupsr yang

KPK melalui aplikasi
ring Centre for Preven-

tibn Pemkab Tabanan

te
n memantapkan upaya
ut agar pencegahan

dan lmberantasan korupsi
ntuh semua lini mulai

dari paratur pemerintah
i masyarakat. UpayagaP

n melalui pen-tnl.

argaan peringkat II se-
i bawah Pemprov Bali

lnganan Zona Integri-
enuju Wilayah Bebas

tregeri Tabanan.
ra ini selain dihadiri

anda
tas
Koru i (WBK) dan wilayah

. Bersih dan Melayani
Kabupaten Tabanan

Ta , 2019 yang digelar Ka-
4/2) kemarin di Kejak-mis (

saan

Bupa
Wirvr tuti juga dihadiri oleh

ForkompindaTabanan,

hx}ir;:*gllll i;il:,,i il',""#h$lf,ti3'111'S"i3: *
l-h:#iiltrffi:*il*+tt;ffi
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tahan yang baik. efektif dan s6ng31 mengapresiasi upaya * 
i1

"nri"""."tti]"gga 
dapat melay- autit"":u 

""utnu 
yang tg]uf -

ani masyarakat secara cepat, 4i14Ltkan oleh seluruh P*"* [F.
lep"t d;;;;fesional' melalui terkait." ungkapnva' !i -#J"*""i^.ikebijakanpelay- Dirinya pun mengulc- fF*+

".t'utr -u.rpun mutu hasil ;unLun kebanggaannya alT ! :l:

iaksaan Neseri Tabanan srap kat vans oroer,,'a;f,";;;; ;;;;i K;;'"i"t"" ry"Ugiyan Tahun 2019 dicananglant,

X'"-:"ttm:gitfi3,1'6:l$ i:?'-XTi *""T?"*-,,5.,ir" i Kqmis ii4'h";;,ii at x"i"iiiii r't"ieri rabanan. i

L*iifiiur r"p"rr.rfr nttil ae"g"" weK d"" Wil"vJ ehoftuti
prinsip bS (senyum, ;fi"i, ii#.iltjitNr;tv"*CwsBM) akuntabel, komitmen, sukses mewujudkan komitmen inil
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**pfl"'fr'a'rap 
fenandatan- butuh dukungan penuh dar

I(eiaksaan Negeri r"ui"i" iitiekff "i"ri""1"5 
melaku- gu\zon lntegrifasinibukan Forkompinda Tabanan da

:'"i'"?i';;";;f h;k"-;;G t'ip""ut"u"!:'h:ttiT::: han{i::1"::li*' :.:l?t*ii :,:lTi* '2f:n':!{,,}il,}i"Jii;-P:1it;11#ffi1: ffi;;i;,"c;;".u" n"."'i"- ^"'i"ii**:*l;**tflq i:;1lllmgh?i*lt 
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nattfittyu disisun dengan tin- berlari E"lgg"g deTi ler
dakan nyata dalam mewujud- tanya WBK- dan WBB
kanWBi{danWBBM."Dalam tegasnya' (ada95)

Edisl

Hal

orupsi di Semua Lini
Tabanan Serius Perangi

trLAH mendapatkan

Tabanan Ni Putu Eka

di antaranya Kajari Tabanan
Ni Wayan Sinaryati, Kapolres
Tabanan AKPB Made Sinar
Subawa, Ketua Pengadilan
Tinggl Tabanan Made Sukere-
ni, Dandim 16l9/Tabanan
Hasan Abdullah, Perwakilan
Kalapas Tabanan, Ketua DPRD
Tabanan I Ketut Suryadi, Wakil
Ketua DPRD Tabanan, Sekda
Tabanan I Gede Susila, serta
OPD terkait di lingkungan
Pemkab Tabanan.

Bupati Eka Wiryastuti
menjelaskan, sebelumnya
telah dibentuk tim koordinasi
dan supervisi pencegahan ko-
rupsi di tingkat kabupaten
yang secara berkala melaku-
kan update data melalui ap-
Iikasi MCP yang dipantau
langsung oleh KPK RI. Peman-
tauan meliputi delapan area
intervensi yakni perencanaan
dan penganggaran APBD,
pengadaan barang dan jasa.

. pelayanan terpadu satu pintu,

kapabilitas APIP, manajemen
ASN, Dana Desa, optimal-
isasi pendapatan daerah dan
manajemen aset daerah.

Selain itu, Pemkab Tal
banan juga telah melaku-
kan berbagai langkah dalam
meningkatkan tata kelola
pemerintahan denga n capaian
kinerja dan prestasi seperti
penyajian laporan keuangan
secara tepat waktu serta ber-
hasil mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK dan hasil
evaluasi akuntabilitirs kin-
erja yang dilaksanakan oleh
Kementerian PAN-RB telah
mendapat predikat penilaian
B sejak tahun 2017.

"Dalam pencapaian terse-
but, tentunya ini merupak'
an komitmen kita bersama
mewujudkan cita-cita kita
ini agar tercapai dan bisa
memberikan i n tage y ang b aik
terhadap Tabanan. Kami

Il
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Terkait Proyek RTH Iaman Bung Karno

DPRD Desak Pemerintah
Lakukan Evaluasi Menyelu{uh
Sinsaraja (Bali Post) -

K-omisi ti npnl Buleleng menyikapi serius gagalnyq k9t-
traktor menyelesaikan proyek tahap III Ruang Terbuka Hijau
iifHl ru-u" BungKaino. Karena itu, dewan mendesak agar
ir"*"i'l"tutt melak-ukan evaluasi menyeluruh' Wakil rakyat
i"nu -"-^ttegil Kepala Dinas Perumahan Permukiman Per-

tu-nutru" tpeiiimtaiNi Komang Surattini, Senin (18i2) pekan

aeoa;. Di samping itu, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
na'Lvat tpUpnl, Badan Layanan Pengadaan (BLP) Rarang

a""""f^.i, dan'Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan
Fu*t""g"""n Daerah (f?al) Bgleleng turut diminta hadir
rne"vlt a"pi gagalnya proyek RTH Taman Bung Karno' itu
tuntas tepat waktu.

Ketua Komisi II DPRD
Buleleng Putu Mangku Bu-
diasa, Kamis (1412) kemarin.
mengatakan proyek itu tidak
tuntas dikerjakan sesuai
tanggal kontrak berakhir.
Nvatanva, belakangan ini me-
mang sering terjadi. Jadi. lucu
kesagalan itu terus berulang.
Apalagi proyek RTH Bung
Karno itu ditunggu-tunggu
masyarakat. PasalnYa, RTH
Bung Karno itu diYakini men-
iadi kebanggaan warga. Na-
mun. iustru tidak bisa tuntas
sesuai kontrak berakhir.

Pada rapat dengar
pendapat itu, Pemerintah
dituntut melakukan evaluasi
secara menyeluruh. Dia juga
meminta pelaksanaan ProYek '

strategis itu prosedur li-'lang-
nya diperketat. Sehingga,
peserta tender hanYa dii-
kuti kontraktor yang memfiki
modal kerja.

"Ini sebetulnYa masalah
serius. Kami ingin tahu aPa
sebenarnya masalah krusial
hingga proyek itu gagal' APa-
lagitahun 2018 Yang lewat ti-
dak hanya patung Bung Karno

vang molor, termasuk juga
id" -b"b"""pu proyek lainnya
tidak bisa diselesaikan tePat
waktu. Bahkan, pemborong
di-b lac k I i s t," katanYa.

Di sisi lain, mantan Per-
bekel Desa Selat, Kecamatan
Sukasada ini mengaku Pri-
hatin dengan molornYa Pem-
bangunan RTH Bung Karno
itu. Mengingat ProYek itu
sangat dinantikan masyara-
kat. Patung Bung Karno itu
seharusnya terpasang akhir
2018 lalu. Namun, ternYata
belum tuntas dikerjakan'

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, proyek tahaP tiga
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Taman Bung Karno di Ling-
kungan Sangket, Kelurahan
Sukasada, Kecamatan Su-
kasada gagal dituntaskan.
Pelaksanaan proyek Yang su-
dah mendapatkan PerPanjan-
gan pekerjaan selama 50 hari
itu tidak daPat dituntaskan
sesuai jadwal yang ditetaP-
kan. Atas kondisi itu, Dinas
Perumahan Permukiman dan

Pertanahan (Perkimta) me-
nitipkan bagian patung yang
belum tuntas dikerjakan itu
di Yogyakarta.

Dalam proyek lanjutan,
seharusnya pelaksana menun-
taskan pemasangan patung
Bung Karno itu. Patung yang
semestinya berdiri kokoh di
areal inti RTH itu ternyata
tidak selesai dikerjakan.
Sampai kontrak berakhir,
pelaksana baru menyele-
saikan bagian kaki dan kepal-
anya. Sedangkan
bagian badan pa-
tung Bung Kar-
no, hingga kini
belum sele-
sai. Karena
itu, masih
dit itip -

kan di
bengkel
kerjanya
s a n.g
peraJrn
di Yog-
yakarta.
(kmb38)

Edisi
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Utang Rp 605 M...

pembayarannya," ucapnya
ditemui usai menghadiri aca-
ra Mutasi Pejabat Eselon III
dan tV, Ihmis (1412).

Menurutnya, pembayaran
tunggakan menjadi prioritas
di tahun 2019. Pihalorya, ber-
upaya menuntaskan kewajib-
an di 2018 hingga pertengah
2019 ini. Ditanya mengenai
berapa yang terbayarkan
hingga pertengahan Februari
ini, pihalmya mengaku sudah
melebihi Rp 95 miliar.

"Kami tetap berproses, ya,

enam bulan astungkara bisa
selesai. Kami prioritaskan di
2019 ini pembayaran utang.
Hingga saat irri sudah ada se-

ldtar Rp 95 rniliar lebih Yang
sudah kami bayar,' tegasnya.

Sebelumnya, birokrat asal
Pecatu, Kuta Selatan, itu
berjanji akan segera melu-
nasi tunggakan yang belum

dibalarkan. "Kami berteri-
makasih, karena pihak re-
kanan mau mengertl kondi-
si kami, dan tentunya kaml
akan segera membayar sisa
yang belum terbayarkan,"
ungkapnya.

Ia beqJanJi akan melunasi
semua sisa funggakan proyek
selama setahun anggaran. "lni
mqnJadi prioritas kami, kalau
Udak ada halyang urgent ten-
tunya pembayaran akan di-
fokuskan ke sini (tunggakan
utar4l,'katanya.

Mantan Kepala Badan
Pendapatan dan Pesedahan
Agung itu Juga akan mem-
berikan bunga atas tunggak-
an yang belum terbayarkan
kepada rekanan. "Sesuai
aturan kami bedkan bunga,
kalau tidak salah 12 Persen
per tahun, coba tanya lagi
BI(AD supaya tfdak salah,'

Sambungan Hal.1

tegasnya.
Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Badung Ketut Gede
Suyasa Juga mengatakan hal
yang sama, bahwa tunggakan
Badung sudah terbayarkan
sekitar Rp 95 miliar lebih.

*Tetap kami berproses un-
tuk pembayaran tersebut. Ini
juga sesuai arahan Pak Sek-
da," ujamya.

Pihalmya juga menegaskan
pembayaran tunggakan ini
akan diprioritaskan Pemkab
Badung untuk dibayar se-
hingga tunggakan yang belum
terbayarkan akan ceBat lunas.

"Walaupun diprioritaskan,
tapi tetap tidak akan meng-
ganggu pembayaran opera-
sional di Kabupaten Badung
ini, seperti gaji pegawai, bia-
ya listrik dan yang lainnya,"
pTfha""v* tfotf

ll, ,, , ,., ,.., ,*

Utang Rp 605 M Belum Terbayar
s P*fffikab Badsng Saru Bisa Cidl l,ltang Rp 95 M

DIANGUPURA, TRIBUil
BALI - Melesetnya caPaian
APBD Kabupaten Badung di
tahun 2018 menyebabkan
kabupaten terkaYa di Bali ini
masih menyisakan utang di
tahun 2019. Utang bersum-
ber dari tunggakan Penger-
jaan proyek. Total utan$ RP

700 miliar dan baru terbaYar
Rp 95 nrillar. SisanYa RP 605
miliar belum terbayar.

Sekretaris Daerah (Sekda)

Badung,. Wayan Adi Arna-
wa tak menampik Perihal
tersebut. Namun, Pemkab
Badung kata dia telah ber-
upaya melunasi tunp€iakan
yang di antaranya RP 300
miliar merupakan ProYek
fisik yang mencapai 24 Pro-
yek. "Sudah.. sudah diba-
yar, aman-aman kan ber-
tahap akan kami lunasi

BERSAMBUNG O HAtT
. TRIBI.]N BAII AGUs ARYANTA

,VuAyRru ADt ARNAWA
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DanaDesa Terendah
{Y

RplllfiTertilggiryn7M
r Ingatkan Perbekel untuk Hati-hali.{elola Dana Desa

Srrb lJ l-lr-rrr

TAI|GUPURA, TRIBUI|
BIILI - Sebanyak 46 desa
di Badung lnendaPatkan
dana hingga belasan mili-
ar. Dana yang masuk ke
desa diterima dari Dana
Desa, kemudian Dana Per-

imbangan, dan Dana Hasil
Pajak dan Retribusi Da-
erah total dana terendah
setiap desa RP 11,9 miliar
dan terting$i samPal RP

21,7 miliar.
Dana Desa Yang diteri-

ma dari Pemerintah Pusat/
APBN Rp 52,5 miliar, ma-
sing-masing desa Paling se-

dikit menerima RP 900 juta
dan paling besar RP 2 mili-
ar. Alokasi Dana Desa dari
Dana Perimbangan sebesar

Rp 44.660.525.600, ma-
sing-masing desa Paling se-

dikit menerima RP 750 juta
dan paling besar RP l'4 mi-

desa sejak awal, hingga Pe-
nerimaan dan pemanfaatan
dana desa. Sehingga BPD
akan melaksanakan fung-
sinya sebagai pendorong,
motivator dari perbekel
untuk mempet'cePat mela-
kukan eksekusi terhadaP
anggaran yang diterima'
sesuai perencanaan Yang
diputuskan bersama anta-
ra Perbekel denlan BPD,"
urainya.

Secara teknis, anggaran
yang besar akan membuat
beban para perbekel Yang
harus mempertanggung-
jawabkan. 'Untuk itu BPD

dan perbekel agar bersiner-
gi, agar alur pemanfaatan
dana ini baik secara atur-
an, penyiapan administrasi
dan tata pelaksanaannYa
tepat sasaran sesuai atur-
an.- tegasnYa.

liar. Dana bagi hasil Pajak
dan retribusi daerah sebe-

sar Rp 577.969.447.185,
masing-masing desa Paling
sedikit menerima RP l0 M
dan paling besar RP l8'5
miliar. Sehingga total dana
ke desa tahun 2019 sebe-

sar Rp 675.214.739.785,
dengan paling sedikit desa

menerima RP 11,9 miliar
dan paling besar RP 21'7
miliar.

Wakil BuPati Badung.
Ketut Suiasa mengatakan
dengan dana Yang cukuP
besar diharaPkan Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD) ikut mengawasi dana
tersebut. "Sibagai wujud
prinslp transparansi ang-
garan, BPD sebagai unsur
pemerintahan desa salah
satu fungsinYa memberi
pengawasan terhadaP Pe-

_laksanaanlenganggaran 
di

Kepada perangkat dae-
rah juga diminta ikut ber-
sama-sama memberikan
p-endampingan. InsPektorat
juga diharaPkan terus me-

lakukan pendamPingan'
pembinaan dan Pengawas-
an kepada desa.

Kepala Dinas Pember-
dayaan MasYarakat Desa
(PMD) Badung I Putu Gede

Sridana mewantl-wanti
perbekel tetaP Pada koridor
hukum dalam menjalankan
tata kelola Pemerintahan
desa. Ia tak ingin kasus ko-
rupsi ABPDes mantan Per-

bekel Baha, Mengwi teru-
lang. Mengingat dana desa

vang digelontorkan besar.
pengawasan Perlu dilaku-
kan dengan sistem keuang-
an desa (Sikeudes) di ba-

wah binaan BPKP, Pola Pola
verifikasi oleh tim Yang me-

libatkan keJaksaan. (g;us)

$t

I

SERAHKAN DANA - Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa drdampingi Kadis Pemberdayaan

Visyarakat dan Desa, Putu Gede Sridana menyerahkan dana desa kepada Perbekel se-Badung,

Kamis (14l2) di Puspem Badung. _
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Dana Besrt,
Beban pun Berat
Terkait Kucuran untuk
Desa di Badung

MANGITPURA - Pemerintah Kabu-
paten Badung telah membagikan dana
kepada 46 desa di Badung, Kamis (f4l2)
di Puspem Badung. Dan itu bersumber
dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa
(ADD)"dari Dana Perimbangan dan
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (DBH-PDRD) tahun
2019 dengan total Rp 675 miliar lebih.

Kepala Dinas PMD Putu Gede Sri-
dana menjelaskan, DD yang diterima
dari pemerintah Pusat/APBN sebesar
Rp 52.584.767.000, masing-masing
desa paling sedikit menerima Rp900
juta dan paling besar Rp 2 miliar.
Berikutnya, ADD dari Dana Perimban-
gan sebesar Rp 44.660.525.600, mas-
ing-masing desa paling sedikit mener-
ima Rp750 juta dan paling besar Rp 1,4

miliar. Sedangkan DBH-PDRD sebesar
Rp577.969.4 47 .185, masing-masing
desa paling sedikit menerima Rpl0
miliar dan paling besar RplB,5 miliar.

Kata dia, ada beberapa indikator se-

bagai dasar pembagian dana ke desa
yaitu jumlah penduduk, jumlah banjar,
jumlah penduduk miskin, luas wilayah
dan indeks kesulitan geografis. "Total
dana ke desa tahun 2019 sebesar Rp.
67 5.214.739.785, paling sedikit desa
menerima Rpll,9 miliar dan paling
besar Rp2l,7 miliar. Pembagian dana
kepada Desa ini telah ditetapkan ke
dalam Surat Keptttusan Bupati Badung
Nomor f 15/04f 9/HK/2019: jelasnya.
Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa

mengatakan, begitu besarnya dana
yang diterima oleh desa, menjadi pent-
ing penyerahan dana ini tidak secara
langsung ditransfer tetdpi pemerintah
daerah mengundang para Perbekel dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sebagai wujud prinsip transparansi
anggaran, BPD sebagai unsur pemerin-
tahan desa salah satu fungsinya mem-
beri pengawasan terhadap pelaksanaan

^-. -rl_
-!
/7 

-"Kami akui ini menjadi beban
tersendiri bagi perbekel dalam
mengelola dana besar, di balik

ini memberi harapan dan
peluang unfu k berakselerasi
lebih banyak dalam rangka
percepatan pembangunan
masyarakat. Namun secara
teknis inijuga beban buat

mereka, pertanggungjawaban
cukgp be_rat-"

KETUT SUIASA
Wokil Bupoti Bodung

penganggaran di desa sejak awal hingga
penerimaan dan pemanfaatan dana
desa. Perbekel juga diminta menggu-
nakan plinsip-priusip anggaran yaitu
prinsip akrrntabilitas, transparansi,
dan sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. "Kami
akui ini menjadi beban tersendiri bagi
perbekel dalam mengelola dana besal
di balik ini memberi harapan dan pel-
uang untuk berakselerasi lebih barryak
dalam rangka percepatan pembangu-
nan masyarakat. Namun secara teknis
ini juga beban buat mereka, pertang-
gungjawaban cukup berati' tegasnya.

Imbuhnya, kepada perangkat daerah
juga diminta ikut bersama-sama mem-
berikan pendampingan dan tuntunan
kepada desa sesuai dengan fungsi dan
tugasnya masing-masing. Inspektorat
juga diharapkan terus melakukan
pendampingan, pernbinaan dan pen-
gawasan kepada desa. "Inspektorat
kami minta melakukan pendampingan,
tuntunan dan pengawasan setiap saat,
diminta ataupun tidak. Kita menging-
inkan sejak awal pemerintah desa ada
yang memberikan arah yang pasti, seh-
ingga masalah hukum di kemudian hari
tidak terjadi," pungkasnya. (dwi/yor)
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Badung Prioritas
BayarTunggakan

MANGUPIIRA - Tunggakan seb"* npi.P d. 3,p"di:1

Uiru."f"rui. Kita prioritaskan di (tahun) 2019 ini pem-

;;;;;;;""&'j kata sektetaris Daerah (sekda) Badung'

Wavan Adi Arnawa usai menghadiri mutasi pejabat

"r"ion 
III dan lV Rabu (13/2) lalu'

V

. tunggakan itu sudah qt"tf t$ -:11*'***$i::lflJH'ffi;ffi;;J"p 
'"dahmelebihi.np 

ss- miliar (di-

U"V*llLt""S birokrat asal Pecatu' Kuta Selatan ini'
- 
i".t i up ut u i Kab u p at e n B a d un g 

: "n ": -'9]:, -T:":::
r"."p"r["v", menviiakan.h*i$ "li:-t]199.i511.1iT;ffi ifi ffik;;ik- il t'o T'l' i'-T11if:I::-t :iiT:
i6fi ,;t. "; ;;nuy;;ut i.'t' ggutut b elum.lunas t*i.p i 

Pi-
;;iil""c NyoLa n c i ri Fii"" t Tl * 11:.--*yl1*i:ffi;; #i"'t' ."-"r'' r"k tanggung-taTfl1g:iltil
"u:"0il;;""tt*i-".""rit"trtutiZ'oooueainrumahdi
enam liabupaten se-Bali' (dwi/yor)
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sebut me
Tunggaka
tunya be
fisik tah
sekarang
Informasi
fisik ter
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but tunggakannya
p 300 miliar.
emerintah menci-
n sebesar ratusan

miliar ru ah tersebut diakui
oleh Se Daerah (Sekda)

usai men
Badung I Vayan Adi Arnawa,

adiri pelantikan dan
penga
sebanyak

an sumpah jabatan
84 pejabat adminis-

'as, dan fungsionaltrator, pe
tertentu
Badung,
rutnya,
yang tela
95 miliar.

"Suda
bertahap.

lingkungan Pemkab
abu (13/2). Menu-
auh ini tunggakan
terbayar sekitar Rp

dibayar, aman, kan
Sekarang sudah me-

miliar," ungkap Adilebihi Rp

tl

tl

tl

.

IIT*;
tl
il
ll

l\ rlal
l'_- _ _- ---

MANGU
Pem

Badung

Pemkab BadungCicil
ggakanTahun 2OlB

NusaBali
ntah Kabupaten
gah berupaya men-
rkan yang disebut-
apai Rp 700 miliar.
tersebut salah sa-

sal dari 24 proyek
2018 yang sampai
lum terbayarkan.
L, untuk 24 proyek

Arnawa.
Adi Arnawa menyampaikan

terima kasih kepada rekanan,
sebab mau mengerti kondisi
yang dihadapi Pemkab Badung.
Pejabat asal Pecatu, Kecamatan
Kuta Selatan, itu menargetkan
tunggakan pada tahun 2018
akan menjadi prioritas di 2019
ini. Bahkan, pihaknya berupaya
menuntaskan kewaliban terse-
butdalam kurunwaktu enam bu-
lan ke depan. "Tetap berproses
fmembayar tunggakan), enam
bulan astungkara bisa selesai.
Kami prioritaskan di 2019 ini
pembayaran utang," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengelo-
laan Keuangan dan Aset Dae-
rah IBPKAD) Badung Ketut Gede
Suyasa juga mengatakan hal
yang sama. Tunggakan Badung
secara bertahap sudah terba-
yarkan. "Kami berproses untuk
pembayarannya (tunggakanJ. Ini
juga sesuai arahan Pak Sekda,"
ucapnya.

Meski Pemkab Badung mem-
prioritaskan membayar tungga -

kan-tunggakan tersebut, namun
khusus keperluan wajib salah
satunya untuk gaji pegawai
tidak terganggu. "Semakin cepat
semakin'bagus [tunggakan ter-
bayarkan)," imbuh Suyasa.

Sekarang dalam upaya melu-
nasi seluruh tunggakan tersebut,
Pemkab Badung akan memaksi-
malkan pendapatan khususnya
yang bersumber dari pajak hotel
dan restoran (PHR) tahun 2019.
Kepala Badan Pendapatan (Bap-
enda) dan Pasedahan Agung Ka-
bupaten Badung I Made Sutama,
Kamis (1 4 / 2) petan g, menyata kan
tahun ini PAD ditargetkan Rp 6,6
triliun,

Disinggung target PAD pada
tahun 2018, Sutama mengakui
memang di bawah target. "Target
PAD tahun lalu tidak jauh ber-
beda dengan tahun ini (201,9).
Namun, terealisasi Rp 4,4 trili-
un," ungkapnya. Sayangnya, men-
genai perihal tunggakan yang
harus dibayar Pemkab Badung,
Sutama enggan memberikan
komentar. 6 asa

lt
II

tItltl
IN

I
t!
|l
ll
I
tl

lrl

ll
lt

II

Ir^*

S ur b lr;r B ii,i n t'1 rldtl ,,rt.it l...lsllr,t fllll( ltl l:',r,:lvv;,.t1':il;tiir i . r.lttit^':ii [,iilli

iilil*r,'
f:.:l;:i:.:i:,r



r,'irt,;i Ii.iliIttrit.rS'ttb Br

I I li,- I*.1. .

u,,[ili
\r)t
r;"i\

lr\ lli
.,','n
Q\n
$.Jigr"rru

tfianEksBank
erniagaanUmum

Dihibfikan
* lBakal Diiadikan RTH Berkonsep
---l-:- 'r-^-A^,n|r Taman Bacaan

I

I'
Seidk mgniadi aSet t^qh Mada-ialan Letkol $irnu Pemkab Buleleng. Lahan tersetrut
.:-'l': "'-".,--; ;--- Singaraja, segera menjadi aset telah menjadi aset negara yang

Sltaafl l\egafa, lanan Penrkab Buleleng. Direktorat dikelola oleh Dirjen Pengelolaan

{eluas 8 are tak ii,",'.",,':iX"#I;H:i1*'.'fi3i:l ['ff#:li]5i,i;3;1"##F:--'";
tefUfUd. Kini diianikan Keuangan (Kemenkeu) RI, kini inginmemanfaatkanlahantersebut

| = ,. i_ -:r:r_ _ tengah memproses penghibahan untuk kepentingan masyarakat
fnenJaOl TaSllltaS lahin tersebut te p'emp"ab Bule- Buleleng. 

'

pubIi( berupa.taman i"*i ff,l:X?llili;,1"1,11FnlJ; -"!:HT:,,:T;:fi,f,1:#:il:i:i:Til
bhCaan di fUanq Buleleng sebagai ruang terbuka ZObl, tiit.n tersebut tidak terurus.

| ^_ _,^--,-^ .^==_.] hijauIRTI{)dengankonsepTaman Bangunan geddng yang berdiri di
ItefOUKa nUaU. Bacaan. ataslahansebagaikintorPBUdulu-
I Data Badan Keuangan Daerah nya, telah kropos hingga arnbruk di

SINGARAJA, F{usaBali IBKDJ Bidang Aset menyebut, Lahan tempat. Setelah bangunan,lokasi itu
Lahan efs Bank Perniagaan eks BPU seluas kurang lebih 8 are, pun terlihat kumuh karena banyak

Umum IBPII] di pojok Jalan Ga- sudah cukup lama dirnohon oleh ditumbuhi tanaman liar
I

ti" .ii-".11')

Negara dan Sistem Informasi,
Dirjen Pengelolaan Kekayaan
Negara, Kemenkeu tertanggal
22 lanuari 2019. Surat tersebut
ditandatangani oleh Direktur
Pengelolaan Kekayaan Negera dan
Sistem Ihformasi, lndra Surya.
"lntinya pengibahan itu masih
dalam proses. Pihak Direktorat
juga sudah mengizinkan lahan
tersebut dibersihkan ditata oleh
Pemkab," kata Pasda.

Disinggung rencana peman-
faatan setelah lahan eks BPU di-
hibahkan ke Pemkab Buleleng?
Pasda Gunawan menyebut, peman-
faatannya nanti diserahkan kepada

kebijakan Bupati. Pihaknya hanya
memproses masaiah status aset
tersebut. Nanrun informasi yang
didapat, lahan itu akan dijadikan
RTH. "Disini hanya memproses
permohonan dan pencatatan aset.
Untuk pemanfaatanya terserah
pimpinan Pak Bupati. Kalau tidak
salah mau dipakai RTH dan'faman
Bacaan," ujat'nya.

Informasinya, PNS Pemkab
Buf ef eng f umat (75/2) hari ini
akan mengadakan pembersihan
dan penataan di atas lahan terse-
but, setelah mendapat kepastian
lahan itu dihibahkan ke Pemkab
Buleleng. l'gl k19

*-f

F;;
HL '*-l''

> f'(4z:v|\

l+

Kaba rnya,
han itu telah

n atas la-
isetujui oleh Dirjen

Pengelolaan
Pihak Dirjen I

Kekayaan Negara.
rrencana menghiba-

hkan lahan kepada Pem-
kab Bul Saat ini pengibahan

am Droses. Pemkabitu masih
Buleleng ber
kan lahan itu
konsep Tam:

Kepala B
antara
Pasda

memanfaat-
i RTH dengan

Bacaan.
Buleleng, Bim-

Kabid Aset, Made
yang dikonfirmasi,

Kamis [14 menyebut, kepas-
BPU dihibahkantian lahan

ke Pemkab
Direktorat

disampaikan
an Kekayaan



Kai ari Tab anan Teke n Zona
Integntas Bebas Korupsi

TABANAN, NusaBali
Untuk member4ntas ko-

rupsi dan mewujudkan bi-
rokrasi bersih dan melayani,
Kejaksaan Negeri fKejari) Ta-
banan lakukan Penandatan-
ganan Zona Integritas Menu-
ju Wilayah Bebas Korupsi,
bekerjasama dengan seluruh
Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkompinda) Ta-
banan, Kamis, (14/2). Dengan
penandatangan tersebut Kejari
Tabanan berkomitmen akan
melayani masyarakat.

Kepala Kejari Tabanan, Ni
Wayan Sinaryati menjelaskan
Zona Integritas adalah suatu
Predikat yang diberikan ke-
pada instansi Pemerintah yang
berkomitmen mewujudkan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBMJ. Melalui
reformasi birokrasi yang meru-

pakan salah satu langkah awal
untuk melakukan penataan
terhadap sistem penyelengga-
raan Pemerintahan yang baik,
efektif dan efisien.

Dengan hal itu dapatmelayani
masyarakat secara cepat, tepat
dan profesional, melalui imple-
mentasi kebijakan pelayanan
maupun mutu hasil karya, khu-
susnya pencegahan korupsi dan
peningkaan kualitas pelayanan
publik dengan menerapkan pri n-
sip akuntabilitas, transparansi
dan keterbukaan, efisiensi dan
efel<fivitas, serta partisipasi dari
semua elemen," ungkapnya.

Oleh karena itu diharap-
kan penandatanganan zona
inegritas tak hanya menjadi
seremonial saja tetapi lebih
ditunjukkan dengan bentuk
nyata. "Saya harapkan. semua
unsur ikut terlibat mendukung
agar Tabanan terbebas dari ka-
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Zona lntegritas di Kejari Tabanan, Kamis (14l2).

psi," imbuh Sinaryati. sendiri dalam menjalankan tu-
gas.Seperti bekerja sesuai den-
gan aturan, tidak menerima
suap maupun gratifikasi. "fika
semua menerapkan ini niscaya

ryati menegaskan, ter-
ng agar seluruh pihak
rjerat kasus korupsi
Lla dari komitmen diri

,. -l-_-^, --
Q r (9;b, 2

korupsi dan pelayanan bersih
bisa terwujud," tegasnya.
, Sementara itu Sinaryatr men-
gakui secara riil fingkat korupsi
di Tabanan menurun. Karena
dari data di tahun 2077 dari 7
kasusyangditangani dan di tahun
2018 menurun meniadi 5 kasus.
"Tahun 20L9 iuga kamibaru bidik
satu kasus karena masih ditahap
penyelidikan belum bisa kami
ungkapJ' tegasnya.

Disisi lain BupatiTabanan, Ni
Putu Eka Wiryasuti mengatakan
akan mendukung penuh dalam
mewujudkan zona integritas
bebas korunsi. Karena dalam
menjalankan pemerintahan di
setiap OPD di Tabanan telah
disediakan pengawasan. "fadi
masing-masing OPD mengawasi
kinerja staf, kemudian koordi-
nasi dengan baik dan dibuatkan
sistem agar celah korupsi bisa
ditepis," tandasnya. 6 de
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Realisasikan B antu an?, 000

Bedah Rumah ke Enam Kabupaten
MANGUPUM, NusaBali

Wacana BuPati Badung
;l Nyoman Giri Prasta mem-
,berikan bantuan 2.000 bedah
rumah di enam kabupaten
se-Bali segera direalisasikan.
Program tersebut menyasar
,kabupaten penerima bantuan
lpenyisihan pajak hotel dan
,restoran (PHR) sePerti Ka-

;bupaten Bangli, Karangasem,
Klungkung, Tabanan, fem-
brana, dan Buleleng.

"lni adalah salah satu

Giri Prasta sembari menyatakan akan menga-
lokasikan jatah lebih kepada kabupaten yang
paling membutuhkan.

Terpenting adalah penggunaan dana
'tersebut harus diawasi pemerintah setem-
pat. Jangan sampai dana bedah rqmah yang
diberikan digunakan untuk kepentingan-
kepentingan lainnya. "Yang terpenting
eksekusinya. Kita tidak akan berhenti di
bedah rumah. Sesuai komitmen sebel-
umnva, kami akan terus membantu melalui
penyisihan dana PHR sesuai kebutuhan,"
tukasnva.

Waliil Bu'pati Badung Ketut Suiasa me-
nambahkan, program bedah rumah di ka-
bupaten lain sudah merupakan komitmen
Pemkab Badung. Artinya, Badung tidak hanya
memikirkan kesejahteraan masyarakatnya,
namun juga masyarakat kabupaten lain.

Program tersebut, kata Wabup Suiasa, mer-
upakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabu-
paten Badung terhadap kebutuhan masyarakat
lain di luar Badung. 'Apa yang kita berikan
kepada masyarakat Badung juga kita berikan
kepada masyarakat lain. f adi komitmen sama
rata dan sama rasa jalan juga di kabupaten lain.
Itu prinsipnya," tegasnya. 6 asa

Se',n;tc, IG , (_elV t Zoll
L
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II

imereka sendiri. 'Apa yang kita lakukan ini
imurni untuk membantu kabupaten lainnya.
iKalau pusat membantu, provinsi membantu,
lkita di kabupaten juga membantu, sehingga
jbedah rumah cepat terselesaikan," katanya'
, Bupati Giri Prasta mengungkapkan, setiap
oenerlma bantuan bedah rumah mendapat
ilp 50 juta. Dengan demikian, total anggaran
lyang digelontorkan pemkab untuk program
ini sekitar Rp 100 miliar. Sekarang tinggal
menunggu tindaklanjut dari kabupaten
penerima..Anggaran baru bisa cair setelah
,aoa pengaluan proposal.
; "Yang perlu bedah rumah kon sudah pasti
ekonomlnya sangat di bawah. Misalnya jika
masyarakat membutuhkan bedah rumah Rp
:50 juta tapi hanya dibantu Rp 25 iuta, masak
'mereka harus berutang lagi," tegas Bupati
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masyarakat. Kajian normat-
ifnya sudah kita lakukan," je-
lasnya di rumah jabatan Bupati Badung,

r

{'

Sabtu {16l2J.
Bupati Giri Prasta mengungkaPkan,

pemkab /kota bisa memberikan bantuan
berupa bantuan keuangan khusus (BKK) dan
bantuan keuangan umum (BKU). Selama ini,
BKK dari Badung ke kabupaten lain sudah
berjalan, BKU bisa diberikan kepada pemer-
intah lain melalui APBD dan dikelola oleh
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lllANGIrpuRA, TRIBUII BALI kan seperti, penyengker, Padma- tidak sesuai ta4et pengerjaan' l[
_ hoyek yang molor di Badung 

"unu, 
b"ngntranpuikesmas dan "Kami dari PUPR lang,su,nq 

li
masih banyak yanjrctum a*erl parkir. eaigunan itu masih terli- melakukan pemutusan kontrak," 

ll
jakan oleh r.rrana"L sef.rti pem- ilat kekurarigannya seperti pedon ujarnya- Sabtu (16/2)' *Banyak 

]f
t"rrgrrn Puskesmas pembantu ai pintu, en$sel maupun kelengkap- yang belum terselesaikan seperli 

iit

Desa Dauhyeh cani, Abiansemal an kamar mandi. tempelan sfule Bali juga belum' 
]ll

yang baru selesai 70 persen, pa- Proyek yang digarap PT peralatan pemadam kebakaran 
1l

dan"al deadlinenya sudah sejak nlCf ltn dengan anggaran Rp dan masih banyak Iagi yang 
lfl

23 Januari lalu. 2'407 '799'900 semestinya ram- kurang" jelasnya' i[

Dari hasil pantauan di lapang- pung 23 Januari 2019. Namun Menurutnya pengerjaan itu jjDari hasil pantauan di lapang- pung 23 Januari 2019. Namun Menurutnya pengerjaan itu 
il

an, terlihat bahan material masil lti"gg. hari ke 25 ini bangunan baru 70 persen, sehing$a perlu 
ili

menumpufr seperti pasir, batu behiiiiselesai.KepalaBidangCipta dilakukan pengerjaan kembali' 
l[

bata paraS aan Uatran material lzraryaDinasPekerjaanUmum-dan Dalam pengerjaan tersebut 
li

lain. Tidak ada terlihat aktivitas Penataan Ruang (PUPR) Badung pihaknya masih melakukan 
]lj

pengeiaa4bangpnan. Hanyaada IGA Arinda Tflsnawati, mengata- proses pengerjaan kembali 
ll

ielJrapa uuk yang uaru aire4a- kan manglnalnya proyek karena' denganmenunjukkontraktorun- 
l[

,1

*5tr'#Hilt*1,1?X,tlJl; 
Htril*fl;#T,3",-T:*;1",: il

ffiffiffi{WffiffiN
. pembangunan RKB dan Renoasi Hahonn kontraktor yang gagal mengga- bangunan Wantilan Pura Puseh 

lil

SoN.di3Leghntp2,tttllAl rap proyek sehingga membuat lrgian Rp 2.191.961.000, pem- 
ll

r Pembansunan$/antilan Pun Pusefr Lesian t:*:t'g*ryej1Pe*^?:T lf^*:::3*'"J3:JX:*: ii

{L masalah yang digarap PT MGK, rekirntrn belum bisa dikonfirmasi
mrrrnnarl ji'\ .L adalah pembangunan RKB dan soal ini. (gus)
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o PembangunanPuskdmasPembatj:.....- illl,rr.un kontrak terhadap lima anwantilan Melasti di Club Med ll
AbiansemalDauhYehcaniRP2rttu n proyek yang bernilai mising- dengannilaiRp 1.387.894.000 il

o pembangunanWantilan Melasti di Club masing miliaran rupiah. Kelima Proyek yang dikerjakan CV KD 
I

MeddengantPf3tll|At proyek yang molor dan diputus adalah pembangunan gedung ll

o penataan halarmn puskesmas pembantu kontrak yakni empat digarap PT dan penataan halaman Puskes- 
lli

punggul tpl,tXlUAR MGKdansatudikerjakancvKD. mas Pembantu Punggul dengan 
lisA Secara rinci empat proyek ber- nilai Rp 1.747.119.563. Pihak li

rugvu'' "'"]1-- Secararinciempitproyekber- nilai Rp l.747.ltg.SOS. pitrat 
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Tt masalah yang digarap PT MGK, rekirntrn belum bisa dikonfirmasi l|r
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Rp 1,7 Miliar:
untukAlatBerat

Untuk mengangkut
sampah yang semakin

menumpuk, DLHK Kota
Denpasar setidaknya

mernbutuhkan
penambahan tiga alat

berat.

DENPASAR, NusaBali
t Dinas Lingkungan Hidup dan Keber-
sihan IDLHK) Kota Denpasar gelontor
Anggaran Perubahan Belanja Daerah
(APBD) Kota Denpasar sebesar Rp 1,7
miliar untuk pengadaan satu unit alat
berat pengangkut sampah di Tempat
Pembuangan Sampah Sementara [TPSS).
Pengadaan ini untuk menambah dua unit
alat berat yang sudah tersedia saat ini.

Wisada saat dikonfirmasi, Minggu
(17 /2) mongungkapkan, penambahan
alat berat itu untuk membantu pen-
gangkutan sampah yang selama ini
masih banyak menggunakan tenaga
petugas. Kata Wisada, saat ini pihaknya
sudah memiliki dua alat berat namun
itu tidak cukup dengan puluhan TPSS
yang ada di Kota Denpasar.

Dengan pengadaan itu ia berharap ada
solusi untuk mengurangi penumpukan
sampah di TPSS. "Selama ini memang
l<ita baru punya dua TPSS. Sisanya kita
menggunakan tenaga petugas. fadi un-
tuk 2019 ini kita baru bisa pengadaan
satu alat berat. Tapi saat ini kami masih
berupaya nrenuntaskan permasalahan
yang ada yakni membludak akibat TPA
Suwung," ungkapnya.

Menurut Wisada, pihaknya untuk
mengangkut sampah yang semakin
menumpuk setidaknya membutuhkan
penarnbahan tiga alat berat. Namun yang
terealisasi baru satu alat berat. Pihaknya-_ Keqala DLHK Kota Denpasar I Ketut

akan melakukan pengadaan secara ber-
tahap. Apalagi anggaran saat ini tidak cu-
kup untuk memenuhi pengadaan seluruh
alat berat yang diperlukan.

Dikatakannya,,anggaran cukup besar
membuat pihaknya harus berupaya
melakukan pengamprahan agar bisa
terpenuhi keseluruhannya. "Kami terk-
endala dana. Kalau memang bisa tahun
depan kita akan pengadaan lagi. Kalau
tidakya kami harus bersabar lagi dengan
melakukan pengadaan secara bertahap,"
ungKapnya.

Saat ini kata dia, pihaknya juga masih
berfokus pada penanganan sarnpah yang
terus membludak karena penyempitan
TPA Suwung. fika itu masih iadi ma-
salah tentu satu alat berat yang segera
didatangkan itu juga tidak bisa dimaksi-
malkan pemakaiannya. Jadi yang ada saat
ini, pihaknya mencari solusi ditambah
penanganan sampah di pinggir jalan pro-
tokol yang belum bisa tertangani dengan
tuntas. & mi

SALAH satu alat berat yang tjimiliki DLt{l( Kora
Denpasar.
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Eksltavator Dipinf am BPBD
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I beratan ekskavalor seringbisa kerja. Berikan saia ang- KADIS PUPR, l.Ketut Sedana Mertha (kanan) dan Kalak BPBD lda

i ;itru;; nFnn llaaan pgnJgaran kepada BpBD untukBagus Ketut Arimbawa saat Rapat Koordinasi di aula Kantor Bupati
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I Uegitu ada bencana BPBD pengadaan alat berat agar jasa sewa alat berat tanpa il
il tanlsung bisa jalani'pinta Se- kinerja Dinas PUPR tidak memikirkan persoalan so-sial ll
ll aar[a Mertha. Diikatakan, alat terganggu gara-gara alat be- yang terjadi di masyarakat. 
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ll Uerlat milik Dinas PUPR juga ratnya sering dipinjam BPBD Akibat tanah longsor menye- li

li airJt"if."n dan mendatin"g- untuk penafrg"n"n b"n."n". babkan akses jaian terham- it
li tan uang jasa yang masuk kas Sehingga alat berat milik' bat," tegas Ida Bagus Ketut tl
i i daerah. Apalagi ada target jasa Dinas PUPR tidak terganggu, Arimbawa. 
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i sewaalatberatuntukpemasu- bisa fokus digunakan untuk Penanganan tanah long- l|'
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setiap tahun. program kerja di internal sor yang menutup jalan, kata ll
ll Yvakil Bupati Artha Dipa Dinas PUPR. IB Ketut Arimbawa, adalah
l] -efrdukung argumen Kadis SementaraKepalaPelaksa-. masalah sangat vital buat ll
li PUPR Sedana Mertha. "Me- na BPBD Karangasem, Ida Ba- masyarakat banyak. "Pejabat il
I mapg kalau alat berat Dinas gus KetutArimbawa,berdalih selama ini belum pernah ll
l] pUpR terus menerus dipin- selama ini pinjam alat berat merasakan akses jalannya ll
li lanl, tidak etis. Sebab Dinas milik Dinas PUPR untuk pen- tertutup akibat tanah longsor. I

11 pUPRjugamenggunakanalat anganan bencana, terutama Coba kalau jalannya tertu- ll
li itu," jelas Wabup Artha Dipa. bencana tanah longsor yang tup longsor, langsung kontak lt
ll Asisten III Setda Karangasem, menyebabkan warga terisolir. BPBD agar cepat melakukan ll
I I Wayan Purna, berjanii meng- "Dinas PUPR langan berpikir penanganan," sindir lB Ketut il

li gelar rapat khusus membahas hgly" untuk mendapatkan A!mb1wa. 6 k16 
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Kawdnan Anjing Rusak Rubber Flooring
I Oewan Sorotf; ffievitali*asi Peninioan Panoffima Penelokan

BAMGLI, TRIBIIN BALI - Usai Pe-
ngerjaan revitalisasi Penlnjoan Panora-

ma Penelokan.pada akhir'tahun 2018'
sejumlah bagian bangunan ini sudah
nampak rusak. Padahal objek wisata
favorit wisatawan asing dan domestik
ini belum diresmikan.

Pantauan di lokasi, Senin (18/2),

berlubang pada sisi jalan sebelah kiri.
Sedangkan sisi jFlan menurun sebelah

kanan, kondisiriya justru lebih parah
sebab lapisan tefsebut telah hilang se-

hingga terlthat dasar lantainya.

sangan lantai kayu yang tampak ber-
gelombang.

"Kayu sebagat lantai irf hams lurus,
tidak boleh melengftung. Memang jika
dipaksanakan dalam pemasangannya
bisa terlthat lur,us, namui setelah re-
katannya lepas,lkayu ini akan kembali
pada bentuk as[nya yang melengkung.
Seperti ini contphnya, ketika rekatan-
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Semestinya
memperhatikan luas
minimal itu. Karena
dengan lebar anak
tangga sekarang,

akan membahayakan
wisatawan

khususnya mereka
yang menggunakan
sepatu hak sehingga

bisa jatuh

I Wayan Kariyasa
Anggota Komisi lll DPRD Bangli

nya lepas terlihat longgar," katanya da-

lam sidak tersebut.
Suastika menilai, kualitas Pema-

sangan yang terkesan terburu-bum ini
tentu berdampak padajangka pendek
kondisi bangunan. Ia menyebut, dalam
waktu satu tahun ke dePan ada ke-
mungkinan pasangan kaYu Yang kini
terlihat begelombang akan menganga.

Anggota Komisi III lainnya, I Wayan
Kariyasa mengatakan, meski secara
umum ia menilai upaya revitalisasi
dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
(Disparbud) Bangli tergolong batk, na-
mun proses finishing justru terkesan
tergesa-gesa.

Kondisi retaknya tembok lantaran
pengerutan akibat bahan bangunan
yang masih basah langsung dilakukan
proses finishing. Ia juga mengkritlsi
anak tangga yang menumtnya, tidak
memperhatikan lebar minimal yakni
30 sentimeter.

"Semestinya memPerhattkan luas
minimal itu. Karena dengan lebar anak
tangga sekarang, akan membahayakan
wisatawan khususnya mereka Yan$
menggunakan sePatu hak sehingga
bisa jatuh. Jadi selain perbaikan pada
Iantai, kami juga mengharapkan per-
baikan pada anak tangga itu demi kea-
manan wisatawan," uJamYa.

Kabid Bina Objek Disparbud Bangli,
I Wayan Bona tidak menampik terkait
kerusakan sejumlah ba$an bangunan
di objek wisata PeninJoan Panorama
Penelokan, Kintamanl. Ia mengaku te-

lah menghubungi pihak rekanan un-
tuk segera melakukan perbaikan'

Bona menjelaskan, kerusakan saat
lapisan lantai rubber flooring di-
sebabkan oleh kawanan anjing Pada
malam hari. Sebab Jalan menuJu
panggung tidak terpasang pintu' De-
mikian pintu sementara berbahan
tripleks sudah dibuka seJak upacara
pemelaspasan bangunan Pada tang-
gal 9 Februari lalu. (mer)

-1-e

) kerusakan bangunan langsung terli-
j tatdi dua ba$dr lantai menurun me-
j nuju panggung utama. lapisan lantaiI berbahan rubber floring ini tampak

tut Suastika
han rubber

kualitas ba-
yang digunakan.

Sebab belum dua bulan usai
penge{aan sudah rusak. Ia
juga kualitas pema-

an dtnding yan$ mulai timbul retakan
hingga lantai pgfiggung berbahan kayu
ya4g

Ketua KomisilUI PPnO Ban$i, I Ke-
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TRIBUN BATI/MUHAMMAD FREDEY MERCURY

SAGET USAK - Dewan menujukkan kondisi rubber flooring yang rusak, Senin (18/2). Kabid Bina Objek Disparbud mengaku telah
menghubungi pihak rekanan untuk segera melakukan perbaikan.
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